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ABSTRAK 

Pengungkapan biodiversitas dalam beberapa tahun terakhir menjadi pembahasan 

yang cukup populer akibat dari adanya kebijakan-kebijakan yang mulai diterapkan. 

Meskipun begitu, penerapan pengungkapan biodiversitas ini masih belum 

diterapkan secara maksimal. Adapun hal yang mempengaruhi pengungkapan 

tersebut salah satunya adalah tata kelola perusahaann (corporate governance). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahwa pengungkapan biodiversitas 

dapat didorong oleh faktor-faktor yang ada di dalam corporate governance. Dengan 

mengadopsi teori stakeholder, artikel ini menganalisis faktor-faktor corporate 

governance yang berupa kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan 

institusional, gender direksi, dan komisaris independen. Model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistic dengan bantuan STATA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memberikan 

pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan biodiversitas. Sedangkan untuk 

kepemilikan asing dan gender direksi memberikan pengaruh negatif signifikan. 

Adapun untuk variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan trrhadap pengungkapan biodiversitas. 

 

Kata kunci: Teori Stakeholder, pengungkapan biodiversitas, SDG 14, SDG 15  
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ABSTRACT 

Biodiversity disclosure in recent years has become a popular discussion as a result 

of policies that have begun to be implemented. Even so, the implementation of 

biodiversity disclosure has still not been implemented optimally. One of the things 

that affects the disclosure is corporate governance. This study aims to analyze that 

biodiversity disclosure can be driven by factors in corporate governance. By 

adopting the stakeholder theory, this article analyzes corporate governance factors 

in the form of foreign ownership, government ownership, institutional ownership, 

gender of directors, and independen commissioners. The regression model used in 

this study is logistic regression with the help of STATA. The results of the study show 

that government ownership has a significant positive influence on biodiversity 

disclosure. As for foreign ownership and the gender of the board of directors, it has 

a significant negatif influence. As for the variables of institutional ownership and 

independen commissioners, they did not have a significant influence on biodiversity 

disclosure. 

 

Keyword: Stakeholder Theory, biodiversity disclosure, SDG 14, SDG 15
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, dengan kekayaan biodiversitas yang melimpah, merupakan 

rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna untik yang tidak ditemukan di belahan 

dunia lain. Namun, keanekaragaman hayati ini kini menghadapi ancaman serius 

akibat aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan sejumlah spesies. Masalah 

kepunahan dan kesploitasi berlebihan terhadap flora dan fauna menjadi isu 

mendesak yang perlu segera ditangani. Laporan terbaru dari The Intergovernmental 

Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosistem Services (IPBES) 

menunjukkan bahwa deforestasi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri 

telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Secara global, satu dari lima 

orang bergantung pada sekitar 500.000 spesies hewan, tumbuhan, dan jamur untuk 

kebutuhan seperti makanan, obat obatan, dan bahan bakar, hal ini menunjukkan 

betapa pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Penurunan 

populasi spesies ini dapat membawa dampak negatif yang meluas, baik secara 

ekologis maupun ekonomi. 

Ancaman terhadap biodiversitas juga sangat tinggi di ekosistem perairan. 

Penangkapan ikan berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim memperburuk 

ekosistem laut dan perairan tawar. Spesies laut seperti hiu, penyu, dan berbagai jenis 

ikan mengalami penurunan populasi drastis yang mengganggu keseimbangan 

ekosistem. Selain itu, terumbu karang yang menjadi habitat bagi ribuan spesies laut 
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mengalami kerusakan serius akibat pemanasan global dan peningkatan keasaman 

air laut. Penurunan populasi spesies laut dan kerusakan terumbu karang ini tidak 

hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga mengganggu fungsi 

ekosistem yang penting bagi manusia, seperti penyediiaan pangan dan perlindungan 

dari bencana alam. Ketika spesies spesies ini punah, keseimbangan ekosistem akan 

terganggu, dan dalam jangka panjang hal ini dapat mengancam keberlanjutan hidup 

manusia yang sangat bergantung pada ekosistem laut. 

Salah satu faktor utama yang mempercepat kepunahan spesies di Indonesia 

adalah pertumbuhan populasi manusia yang pesat. Peningkatan jumlah penduduk 

memicu kebutuhan lahan untuk permukiman dan kegiatan industri yang sering 

mengabaikan keberadaan ekosistem yang ada. Pembangunan infrastruktur yang 

tidak terencana menyebabkan hilangnya habitat alami dan menurunkan keragaman 

hayati. Selain itu, perburuan liar menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya 

populasi satwa langka. Banyak spesies menjadi target perburuan untuk 

perdagangan illegal maupun konsumsi yang memperbuturuk kondisi kelangsungan 

hidup spesies tersebut. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, 

seperti penebangan hutan dan konversi lahan, memperparah kondisi flora dan fauna 

di Indonesia dan menurunkan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan 

spesies yang bergantung pada habitat tersebut. 

Sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa, Indonesia 

mengalami tantangan besar dalam menjaga kelestarian ekosistem yang terancam 

oleh aktivitas bisnis yang seringkali tidak mempertimbangkan keberlanjutan 

lingkungan. Di Tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan Pembangunan, peran 
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corporate governance di perusahaann menjadi krusial untuk memastikan bahwa 

kegiatan bisnis sejalan dengan prinsip-prinsip pelestarian biodiversitas. Namun, 

hingga saat ini penerapan corporate governance di banyak perusahaann belum 

sepenuhnya mengintegrasikan aspek keberlanjutan biodiversitas sebagai bagian 

dari pengambilan Keputusan strategis mereka. 

Peran perusahaann sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis 

sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan komitmen 

Indonesia terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang 

bertujuan untuk melindungi, merestorasi, dan mendorong penggunaan 

berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan, 

menghentikan, dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan 

keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan ekosistem laut dan 

sumber daya perairan secara berkelanjutan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa 

penerapan corporate governance di banyak perusahaann di Indonesia belum 

sepenuhnya mempertimbangkan dampak aktivitas bisnis mereka terhadap 

biodiversitas darat maupun laut. Masih banyak perusahaann yang memprioritaskan 

keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan risiko jangka panjang yang diakibatkan 

oleh kerusakan ekosistem. Akibatnya, kegiatan seperti alih fungsi lahan, 

deforestasi, penangkapan ikan berlebihan, dan pencemaran perairan terus 

memperburuk kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia.  

Kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan biodiversitas dalam corporate 

governance juga berakar pada lemahnya regulasi dan standar terkait yang 

mewajibkan perusahaann untuk mempertimbangkan dampak ekologis dari operasi 
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mereka. Tanpa adanya aturan yang ketat, banyak perusahaann merasa tidak 

memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas mereka tidak merusak 

lingkungan. Hal ini memperparah situasi, terutama di wilayah-wilayah yang kaya 

akan biodiversitas tetapi minim pengawasan. Di sisi lain, kurangnya transparansi 

dan akuntabilitas di kalangan perusahaann dalam menangani isu biodiversitas juga 

memperlihatkan bahwa corporate governance masih memandang aspek 

lingkungan ini sebagai beban tambahan, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab 

strategis mereka. 

Tanpa kebijakan yang tegas, perusahaann cenderung mengabaikan 

kewajiban untuk melestarikan biodiversitas sebagai bagian dari praktik bisnis 

mereka. Akibatnya, banyak Keputusan bisnis yang diambil tidak 

mempertimbangkan risiko kerusakan ekosistem, sehingga mempercepat penurunan 

biodiversitas. Padahal, sebagai bagian dari corporate governance, perusahaann 

seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola eksternalitas negatif yang timbul 

akibat aktivitas mereka, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem 

(Hambali & Adhariani, 2022). 

Dengan meningkatnya kerusakan lingkungan dan kepunahan spesies yang 

disebabkan oleh aktivitas bisnis, penting bagi perusahaann untuk segera 

mengintegrasikan pelestarian biodiversitas ke dalam sistem corporate governance 

mereka. Peningkatan kesadaran global akan pentingnya pelestarian lingkungan 

dalam corporate governance yang mendukung keberlanjutan biodiversitas menjadi 

semakin krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana corporate 

governance di perusahaann dapat memainkan peran yang lebih kuat dalam 
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mendukung SDGs melalui kebijakan dan pengawasan yang lebih proaktif terhadap 

dampak lingkungan dan bertujuan untuk mengkaji sejauh mana corporate 

governance di perusahaann telah mempertimbangkan keberlanjutan biodiversitas 

dalam pengambilan keputusan mereka dan bagaimana peran pengawasan internal 

dapat diperkuat untuk mendukung upaya pelestarian ekosistem. 

Penelitian yang membahas mengenai biodiversitas dan korelasinya dengan 

corporate governance diantaranya adalah penelitian Hambali (2022) yang 

menyatakan bahwa corporate governance yang baik mencakup pengawasan dan 

akuntabilitas yang efektif. Kepemilikan institusional juga berperan penting dalam 

mendorong transparansi dalam pengungkapan informasi biodiversitas. Keterlibatan 

aktif direktur yang mewakili investor institusional di dewan direksi dapat 

meningkatkan relevansi informasi biodiversitas yang diungkapkan, membantu 

mengurangi konflik agensi dan asimetri informasi (Ali et al., 2024). 

Biodiversitas merupakan variasi kehidupan di bumi yang mencakup semua 

spesies hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, serta ekosistem tempat mereka 

hidup. Corporate governance memiliki peran penting terutama dalam konteks 

perusahaann yang beroperasi di sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap 

lingkungan. Praktik corporate governance yang baik akan memastikan 

perusahaann mematuhi regulasi lingkungan, menerapkan prinsip keberlanjutan, dan 

mengambil Langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap 

biodiversitas. Governance yang kuat dapat membantu mengarahkan perusahaann 

untuk berkontribusi pada pelestarian bidoversitas (Earthwatch, 2002; Lenny, 2017; 

Williams et al., 2004). 
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Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahyuddin (2022) dan 

Skouloudis (2019) yang menyatakan bahwa kepunahan biodiversitas yang 

disebabkan oleh aktivitas manusia ataupun keadaan alam, merupakan salah satu 

ancaman bagi lingkungan. Dalam pengelolaan perusahaann, independensi dewan 

komisaris berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaann dengan 

melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, memastikan bahwa 

Keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada profitabilitas jangka pendek, 

tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan. Dengan demikian, dewan 

komisaris independen berperan penting dalam mendorong tanggung jawab sosial 

perusahaann yang lebih besar terhadap lingkungan (Herizona & Yuliana, 2021). 

Tata Kelola yang baik mendorong perusahaann untuk bertanggung jawab 

terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka dan mengurangi 

masalah agensi, dimana manajer mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemangku kepentingan. Komposisi dewan direksi juga berperan 

penting, mereka beragam baik dalam hal gender maupun independensi dapat 

membawa perspektif yang lebih luas. Kepemilikan asing memandang keberlanjutan 

biodiversitas sebagai aspek penting dari tanggung jawab sosial perusahaann dan 

reputasi perusahaann, mereka memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terkait praktik 

keberlanjutan, termasuk perlindungan terhadap biodiversitas, karena mereka 

menyadari bahwa keberlanjutan dapat mempengaruhikinerja jangka panjang 

perusahaann dan citra di pasar global. Corporate governance yang efektif harus 

mengintegrasikan tujuan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis jangka panjang, 

sehingga perusahaann tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga 
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dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasional mereka (Amran et al., 

2014; Naciti, 2019; Saptowinarko Prasetyo, 2024; Tjahjadi et al., 2021). 

Keberagaman gender di dewan direksi juga memiliki pengaruh pada 

pengelolaan biodiversitas perusahaann. Anggota dewan perempuan memiliki 

perspektif yang berbeda, mendorong diskusi terbuka dan partisipasi yang lebih 

besar yang dapat mengurangi konflik dalam pengambilan Keputusan terkait 

lingkungan dan biodiversitas. Keberagaman gender dapat berkontribusi pada 

kinerja keberlanjutan yang lebih baik, yang berperan untuk meningkatkan 

komitmen terhadap inisiatif biodiversitas (Haque & Jones, 2020; Hollindale et al., 

2019). Keberagaman gender ini dapat memiliki dampak negatif pada proses 

pengambilan keputusan jika tidak ada kerjasama yang baik  atau cukup antara 

anggota dewan (Rao & Tilt, 2016). 

Menurut Roberts (2021) tanggung jawab korporasi memiliki peran penting 

dalam melindungi biodiversitas yang diakui sebagai pilar utama keberlanjutan. 

Perusahaann memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi terhadap konservasi 

alam, tetapi pelaksanaan pelaporan ini masih minim dan cenderung terbatas pada 

simbolis tanpa Tindakan signifikan. Esensi biodiversitas terletak pada perannya 

yang krusial untuk memastikan bahwa perusahaann beroperasi secara berkelanjutan 

dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ketika perusahaann 

mempertimbangkan biodiversitas, mereka berkontribusi pada kelestarian sumber 

daya yang diperlukan untuk operasional mereka (Jones et al., 2013). 

Penelitian ini mengacu pada riset yang dilakukan oleh Faizul Haque dan 

Michael Jones (2020) namumn memiliki beberapa perbedaan. Meskipun terdapat 
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banyak penelitian yang membahas corporate governance tetapi penelitian yang 

secara khusus mengkaji hubungan antara corporate governance terhadap 

biodiversitas di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini berusaha mengisi 

kesenjangan tersebut dengan fokus pada pengaruh faktor-faktor seperti kepemilikan 

asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, keberagaman gender 

dalam dewan direksi, dan independensi komisaris terhadap biodiversitas. Selain itu, 

penelitian ini menggunakan periode yang lebih baru yaitu 2021 hingga 2013, untuk 

memberikan wawasan yang lebih relevan dan terkini mengenai tantangan dan 

peluang yang dihadapi dalam Upaya pelestarian biodiversitas di Indonesia. Dengan 

demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang corporate 

governance, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti dalam Upaya menjaga 

keanekaragaman hayati di negara ini.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul, “Pengaruh 

Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Biodiversitas di Indonesia” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah variabel kepemilikan asing mempengaruhi pengungkapan 

biodiversitas di Indonesia? 

2. Apakah variabel kepemilikan pemerintahmempengaruhi pengungkapan 

biodiversitas di Indonesia? 

3. Apakah variabel kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan 

biodiversitas di Indonesia? 
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4. Apakah variabel keberagaman gender mempengaruhi pengungkapan 

biodiversitas di Indonesia? 

5. Apakah variabel independensi komisaris mempengaruhi pengungkapan 

biodiversitas di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan 

biodiversitas di Indonesia 

2. Untuk mengetahui pegaruh kepemilikan pemerintah terhadap 

pengungkapan biodiversitas di Indonesia 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

pengungkapan biodiversitas di Indonesia 

4. Untuk mengetahui pengaruh keberagaman gender direksi terhadap 

pengungkapan biodiversitas di Indonesia 

5. Untuk mengetahui pengaruh independensi komisaris terhadap 

pengungkapan biodiversitas di Indonesia 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang 

hubungan antara corporate governance dan pengungkapan biodiversitas 
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khususnya di Indonesia serta mengisi kesenjangan literatur tentang peran 

tata Kelola perusahaann dalam menjaga lingkungan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada perusahaann mengenai 

penerapan corporate governance yang berkelanjutan, khususnya untuk 

mendukung pelestarian biodiversitas. Selain itu, temuan penelitian ini juga 

diharapkan bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan 

regulasi dan mendukung corporate governance berorientasi keberlanjutan, 

termasuk insentif bagi praktik pro-lingkungan untuk meningkatkan 

kesadaran sektor bisnis tentang pentingnya konservasi biodiversitas dalam 

mendukung keberlanjutan lingkungan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan sumber, 

pengembangan teori, dan beberapa kontribusi lainnya demi kelancaran 

penelitian selanjutnya.
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kasus Kepunahan Biodiversitas di Indonesia 

Indonesia adalah salah satu negara dengan itingkat biodiversitas tertinggi di 

dunia. Negara ini merupakan tumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, banyak di 

antaranta bersifat endemik atau hanya ditemukan di wilayah tertentu. Namun, 

kekayaan biodiversitas ini menghadapi ancaman besar yang semakin mendesak. 

Menurut data International Union for Conservation of Nature (IUCN) sebanyak 

1.217 spesies hewan di Indonesia masuk dalam kategori terancam punah. Jumlah 

tersebut mencerminkan tingginya risiko kehilangan biodiversitas di Indonesia yang 

sekaligus menjadi bagian penting dari ekosistem global (IUCN,2022). 

Salah satu penyebab utama ancaman terhadap biodiversitas Indonesia 

adalah aktivitas manusia yang kurang memperhatikan aspek berkelanjutan. 

Deforestasi, atau penggundulan hutan, menjadi faktor dominan penyebab hilangnya 

habitat alami. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertnian, 

perumahan, dan pembangunan infrastruktur sering dilakukan tanpa 

mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Selain itu, perburuan liar juga 

menjadi ancaman serius dimana satwa langka menjadi target untuk diperdagangkan 

secara illegal. Permintaan pasar internasional juga mendorong aktivitas ini yang 

akhirnya memperparah kondisi biodiversitas nasional (Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan RI, 2023; World Wildlife Fund Indonesia, 2023). 
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Krisis ini juga terjadi pada ekosistem perairan Indonesia yang mencakup 

laut, Sungai, dan danau. Penangkapan ikan berlebihan menyebabkan penurunan 

populasi ikan tertentu hingga ke Tingkat yang mengkhawatirkan. Ekosistem laut, 

termasuk terumbu karang yang menjadi habitat penting bagi ribuan spesies laut 

rusak akobat pemanasan global, polusi, dan kenaikan keasaman laut. Kerusakan ini 

tidak hanya mengancam keberlanjutan spesies laut, tetapi juga mempengaruhi mata 

pencaharian jutaan Masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut (Food and 

Agriculture Organization, 2020). 

Perubahan iklim menjadi faktor lain yang memperburuk situasi ini. 

Pemanasan global mengakibatkan pergeseran habitat alami, sehingga banyak 

spesies harus beradaptasi dengan lingkungn baru atau menghadapi kepunahan. 

Fenomena ini juga meningkatkan frekuensi bencana alam, seperti banjir, 

kekeringan, dan kebakaran hutan yang semakin merusak habitatpenting bagi flora 

dan fauna. Lingkaran sebab-akibat ini menciptakan tekanan yang semakin besar 

terhadap ekosistem, dimana hilangnya satu spesies dapat mempengaruhi spesies 

lain yang bergantung pada rantai makanan. (United Nations Environment 

Programme, 2021). 

 

2.2 Undang-Undang Biodiversitas di Indonesia 

Fokus pemerintah terhadap permasalahan biodiversitas, diwujudkan dalam 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan 

menetapkan Kawasan konservasi, seperti taman nasional dan cagar alam, sebagai 
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wilayah yang dilindungi dari aktivitas merusak. Pemerintah juga memprioritaskan 

perlindungan terhadap spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah, 

pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan, serta pengawasan terhadap 

pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melebihi batas daya dukung lingkungan. 

Selain itu, pemerintah menekankan pemberdayaan Masyarakat lokal untuk 

mendukung pelestarian dan memastikan manfaat konservasi dapat dirasakan secara 

sosial dan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem. 

Pemerintah juga menindaklanjuti peraturan tersebut dengan menerbitkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 yang menetapkan pendekatan 

perlindungan melalui tiga mekanisme umata. Pertama, perlindungan habitat 

dilakukan dengan menjaga dan mengelola Kawasan-kawasan alami seperti cagar 

alam, taman nasional, dan suaka margasatwa yang menjadi tempat hidup spesies 

tersebut. Kedua, pengawetan in-situ yang berfokus pada pelestarian spesies 

langsung di habitat aslinya, dan yang ketiya yaitu pengawetan ex-situ dengan upaya 

pelestarian di luar habitat alaminya, seperti kebun botani, kebun binatang, dan pusat 

rehabilitasi. 

Peraturan tersebut juga mencakup daftar jenis tumbuhan dan satwa yang 

dilindungi, dimana penentuannya didasarkan pada status populasi yang kritis dan 

peran ekologis spesies tersebut dalam ekosistem. Peraturan ini secara tegas 

melarang aktivitas yang dapat membahayakan kelangsungan hidup spesies 

dilindungi, termasuk penangkapan, pembunuhan, dan pemanfaatan yang tidak 

sesuai ketentuan. Selain itu, terdapat ketentuan yang mengatur perdagangan 
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internasional sesuai dengan regulasi internasional, seperti Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup 

demi kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Pentingnya pendekatan 

yang berbasis pada prinsip kehati-hatian, dimana setiap aktivitas yang berpotensi 

merusak lingkungan harus mempertimbangkan dampaknya terlebih dahulu. Serta 

memastikan bahwa tindakan pencegahan dilakukan sebelum terjadinya kerusakan 

lingkungan yang lebih besar. Kewajiban untuk melakukan analisis mengenai 

dampak lingkungan terhadap setiap rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi 

mencemari atau merusak lingkungan, dilakukan sebagai upaya untuk 

meminimalkan kerusakan sejak dini. 

Undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam 

yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus 

dilakukan dengan cara yang tidak mengurangi kemampuan ekosistem untuk 

memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Untuk itu, undang-undang ini 

mewajibkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk bekerja sama dalam 

menjaga kualitas lingkungan, termasuk dalam pengelolaan limbah, penggunaan 

energi terbarukan, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Pengawasan 

terhadap pencemaran udara, air, daan tanah menjadi bagian penting dari 

pengelolaan lingkungan yang diatur oleh undang-undang ini.  

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 memberikan penekanan pada 

partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan lingkungan, baik melalui edukasi, 
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advokasi, maupun keterlibatan dalam pengawasan lingkungan. Undang-undang ini 

juga mengatur sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar ketentuan 

perlindungan lingkungan, baik berupa sanksi administratif maupun pidana, untuk 

memastikan adanya efek jera dan tanggung jawab hukum bagi pihak yang merusak 

lingkungan. Dengan penguatan peraturan ini, pemerintah berharap dapat 

menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, menjaga kualitas hidup manusia, 

serta melestarikan keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi kelangsungan 

hidup di bumi. 

 

2.3 Regulasi Pertanggung Jawaban dan Pengungkapan kepunahan 

Biodiversitas di Indonesia 

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi 

dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi mengatur 

Langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola 

Kawasan-kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di 

Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman rinci mengenai bagaimana 

inventarisasi dilakukan, yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang jenis-jenis 

flora dan fauna, kondisi ekosistem, dan potensi ancaman yang mungkin dihadapi 

Kawasan tersebut. Inventarisasi ini bertujuan untuk memetakan keanekaragaman 

hayati yang ada, serta memahami kondisi ekologis dan sosial yang mempengaruhi 

keberlanjutan Kawasan. Setelah inventarisasi, Langkah selanjutnya adalah 
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verifikasi, yang melibatkan pengecekan dan validasi data lapangan oleh tim ahli 

untuk memastikan akurasi dan kelayakan informasi yang terkumpul. 

Selain itu, peraturan ini mengatur pelaksanaan evaluasi secara berkala untuk 

memastikan bahwa Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi terus 

dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan koordinasi antara 

berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, masyarakat lokal, serta 

organisasi konservasi, yang Bersama-sama melakukan pengawasan dan 

perencanaan pengelolaan kawasan tersebut. Tujuan utamaya adalah menjaga 

kelestarian ekosistem di kawasan tersebut, yang memiliki peran penting dalam 

mendukung kehidupan manusia, mengatur iklim, serta menyediakan sumber daya 

alam yang esensial. Petunjuk teknis ini juga memberikan arahan terkait dengan 

pengelolaan kawasan, termasuk bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber 

daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak keanekaragaman hayati. Kawasan 

yang telah diidentifikasi dan diverifikasi akan mendapat perhatian lebih dalam hal 

perlindungan, termasuk melalui pembentukan kawasan konservasi, pemantauan 

keberlanjutan, dan pencegahan eksploitasi berlebihan. 

Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan 

pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan bertujuan 

untuk menjadikan pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bagian integral dari 

seluruh kebijakan dan program Pembangunan di Indonesia. Instruksi ini 

mengarahkan kementerian, lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah untuk 

memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan, baik dalam sektor ekonomi, 

infrastruktur, pertanian, maupun industri, mempertimbangkan dampak terhadap 
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keanekaragaman hayati. Prinsip keberlanjutan harus diterapkan agar pemanfaatan 

sumber daya alam tidak merusak ekosistem dan dapat mendukung kehidupan 

jangka panjang. 

Pentingnya pengarusutamaan ini adalah untuk memastikan bahwa 

pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan. 

Instruksi ini mendorong pengembangan kebijakan yang berfokus tidak hanya pada 

pencapaian target ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis. Hal ini 

mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dengan mengedepankan 

perlindungan terhadap spesies yang terancam punah, pemeliharaan habitat alami, 

serta mitigasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Semua sektor 

pembangunan diharapkan berkolaborasi untuk memastikan kebijakan yang ramah 

lingkungan dan berdampak positif terhadap keanekaragaman hayati. 

Selain itu, instruksi presiden ini juga mengedepankan peran serta 

Masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Peningkatan kesadaran dan 

edukasi Masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati 

diharapkan dapat menciptakan perubahan perilaku yang mendukung konservasi. 

Instruksi ini menuntut sinergi antara pemerintah, sektor swasta, Masyarakat, dan 

Lembaga konservasi dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam Indonesia. 

Dengan Langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai Pembangunan 

berkelanjutan yang menguntungkan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta 

memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan global pelestarian alam. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu  
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Penelitian Negara Fokus 

Penelitian 

Teori Variabel 

Independen 

Sumber Data Metodologi Temuan 

Penelitian 

Hambali 

(2022) 

Indonesia Menganalisis 

hubungan 

komposisi 

dewan 

komisaris 

dengan 

pengungkapan 

biodiversitas 

perusahaann 

• Teori Agensi 

• Teori 

Stakeholder  

• Ukuran dewan 

komisaris 

• Proporsi 

komisaris 

independen 

• Proporsi 

perempuan di 

dewan 

komisaris 

 

• Perusahaann

-

perusahaann 

yang 

terdaftar 

indeks SRI-

KEHATI 

periode 

2018-2020 

• Laporan 

keberlanjuta

n 

perusahaann 

yang 

mencakup 

indeks 

biodiversitas 

 

• Regresi Data 

Panel 

• Regresi 

Generalized 

Least 

Squares 

• Statistik 

Deskriptif 

• Uji korelasi 

pearson dan 

Variance 

Inflation 

Faktor (IVF) 

• Pengukuran 

indeks 

pengungkapa

n 

 

• Ukuran dewan 

komisaris 

memiliki 

pengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan 

keanekaragama

n hayati 

• Proporsi 

komisaris 

independen dan 

proporsi 

perempuan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

keanekaragama

n hayati 

 

Mahyuddi

n 

(2022) 

Malaysia  Menganalisis 

dewan dan 

hotel yang  

• Teori Agensi 

•  

• Jumlah anggota 

dewan 

merangkap  

Laporan 

tahunan dari 

hotel yang  

• Content 

analysis 

 

• Anggota dewan 

merangkap  
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Penelitian Negara Fokus 

Penelitian 

Teori Variabel 

Independen 

Sumber Data Metodologi Temuan 

Penelitian 

  mempengaruhi 

pelaporan 

biodiversitas 

• Resource 

Dependency 

Theory 

 

• komite 

tanggung jawab 

sosial 

perusahaann 

• Anggota dewan 

yang terlibat di 

organisasi 

lingkungan 

terdaftar 

dalam Global 

Reporting 

Initiative 

periode 2016 

hingga 2017 

• Teknik 

pemodelan 

persamaan 

structural 

• menggunaka

n Partial 

Least 

Squares 

(PLS) 

komite tanggung 

jawab sosial 

perusahaann dan 

yang tergabung 

organisasi 

lingkungan 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan 

keanekaragaman 

hayati 

 

Haque & 

Jones 

(2020) 

Perusahaan

n yang 

terdaftar 

bursa 

saham 

Eropa 

periode 

2002-2016 

Meneliti 

karakteristik 

dewan, 

keberagaman 

gender direksi, 

GRI, dan 

karakteristik 

tata Kelola 

perusahaann 

terhadap 

biodiversitas 

• Teori 

Institusional 

• Teori 

Ketergantunga

n Sumber 

Daya 

 

• Keberagaman 

gender 

• Kerangka kerja 

GRI 

• Strategi 

Keanekaragama

n Hayati EU 

2020 

 

Database 

Thomson 

Reuters Aset 

perusahaann 

Eropa dari 

tahun 2002 

hingga 2016 

• Regresi 

Panel 

• Regresi 

Logistik 

• Analisis 

Deskriptif 

dan 

Univariate 

 

• Keberagaman 

gender 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan 

inisiatif 

keanekaragama

n hayati (DBI) 

dan dampak 

keanekaragama

n hayati (BIA) 
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Penelitian Negara Fokus 

Penelitian 

Teori Variabel 

Independen 

Sumber Data Metodologi Temuan 

Penelitian 

Hollindale 

(2019) 

Australia Menganalisis 

pengaruh 

keberadaan 

perempuan di 

dewan direksi 

terhadap 

pengungkapan 

emisi gas 

rumah kaca 

dalam laporan 

tahunan dan 

keberlanjutan 

perusahaann 

• Critical Mass 

 

• Jumlah 

perempuan di 

dewan direksi 

 

• Laporan 

keuangan 

dan 

keberlanjuta

n dari 2.059 

perusahaann 

yang 

terdaftar 

bursa efek 

Australia 

pada tahun 

2007 

• Basic data 

Aspect 

Huntley 

Financial 

Analysis 

• Website 

perusahaann 

 

• Regresi 

Logistik 

• Regresi Tobit 

• Analisis Data 

Panel 

 

• Keberagaman 

gender 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan 

inisiatif 

biodiversitas  

 

Naciti 

(2019) 

46 negara 

dari 

wilayah  

Mengeksploras

i hubungan 

antara  

• Agency 

Theory 

 

• Diversity Board 

• Independensi 

Dewan 

 

Perusahaann 

besar yang 

terdaftar  

Analisis data 

panel 
• Keberagaman 

dalam dewan 

direksi  
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Penelitian Negara Fokus 

Penelitian 

Teori Variabel 

Independen 

Sumber 

Data 

Metodologi Temuan 

Penelitian 

 Afrika, 

Asia, 

Eropa, 

Amerika 

Latin, 

Amerika 

Utara, dan 

Oseania 

komposisi 

dewan direksi 

dan kinerja 

keberlanjutan 

perusahaann 

terhadap 

pengungkapan 

biodiversitas 

• Stakeholder 

Theory 

 

• Dualitas CDEO 

 

dalam 

Fortune 

Global 500 

periode 

2013 hingga 

2016 

 Berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

keberlanjutan. 

• Pemisahan 

peran dewan 

dan CEO 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

keberlanjutan 

• Penambahan 

jumlah direktur 

independen 

berpengaruh 

negatif dengan 

kinerja 

keberlanjutan 

perusahaann 

• Komisaris 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap  
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Penelitian Negara Fokus 

Penelitian 

Teori Variabel 

Independen 

Sumber Data Metodologi Temuan 

Penelitian 

  komisaris dan 

independensi 

dewan 

komisaris 

terhadap 

pengungkapan 

CSR 

 • Independensi 

dewan 

komisaris 

 

sektor industri 

dasar dan 

kimia periode 

2016-2019 

 pengungkapan 

CSR 

 

Anam 

(2023) 

Indonesia Menganalisis 

kepemilikan 

asing, 

kepemilikan 

institusional, 

dan komite 

audit terhadap 

pengungkapan 

biodiversitas 

di dalam CSR 

• Agency 

Theory 

• Stakeholder 

Theory 

• Teori 

Legitimasi 

 

• Kepemilikan 

asing 

• Kepemilikan 

Institusional 

• Komite audit 

 

Laporan 

keuangan dan 

keberlanjutan 

perusahaann-

perusahaann 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 
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2.5 Teori Stakeholder 

Teori Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Freeman (1984) dalam 

bukunya Strategic Management: A Stakeholder Approach. Teori ini menekankan 

bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham 

(shareholders), tetapi juga oleh kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan 

dan harapan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Stakeholder 

mencakup individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau 

dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder dapat mempengaruhi 

keputusan yang diambil oleh organisasi, dan sebaliknya, tindakan atau keputusan 

organisasi dapat berdampak pada mereka. 

Dalam penelitian Panjaitan (2022) mendefinisikan bahwa Stakeholder 

merupakan semua pihak, baik internal maupun eksternal yang hubungannya 

dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaann, mencakup 

pemerintah, perusahaann pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, 

lembaga eksternal perusahaann, organisasi lingkungan, pekerja perusahaann. 

Perusahaann harus memperhatikan stakeholder karena merek merupakan pihak 

yang mempengaruhi dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 

kegiatan dan kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh perusahaann. Sehingga, 

perusahaann berkaitan erat dengan lingkungan sekitarnya. 

Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaann dapat menjadi strategi 

perusahaann untuk memenuhi kepentingan stakeholders dalam informasi non 

keuangan perusahaann, yang menyangkut dampak sosial dan lingkungan dari 

aktivitas perusahaann. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaann yang 
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lebih baik oleh perusahaann akan memungkinkan para pemangku kepentingan 

untuk memberikan dukungan penuh untuk semua aktivitas perusahaann yang 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai keuntungan yang diharapkan. 

Menurut Clarkson (1995), dalam konteks keberlanjutan dan pelaporan 

keberlanjutan, Teori Stakeholder menjadi relevan karena perusahaann sering 

diharapkan mempertanggung jawabkan dampaknya terhadap masyarakat dan 

lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Elemen kunci dari 

teori ini meliputi identifikasi stakeholder, komunikasi yang terbuka, pengelolaan 

konflik kepentingan, dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaann. 

Dalam penelitian Mahyuddin (2022), teori stakeholder menjadi landasan 

konseptual yang relevan. Pelaporan keanekaragaman hayati mencerminkan Upaya 

perusahaann dalam memenuhi tanggung jawab mereka terhadap stakeholder, 

khususnya terkait isu lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik 

dewan direksi mempengaruhi kualitas pelaporan keanekaragaman hayati yang 

merupakan salah satu cara perusahaann untuk memenuhi ekspektasi stakeholder 

seperti komunitas lokal, organisasi lingkungan, dan pemerintah. Selain itu,  

pelaporan ini berkontribusi pada penciptaan citra positif perusahaann di mata 

stakeholder, termasuk pelanggan yang peduli terhadap keberlanjutan. Oleh karena 

itu, teori stakeholder memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami 

pentingnya pelaporan keanekaragaman hayati sebagai bentuk tanggung jawab 

sosial perusahaann terhadap berbagai pihak yang berkepentingan.  
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2.6 Hipotesis Penelitian 

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Biodiversitas di 

Indonesia 

Kepemilikan asing dalam perusahaann dapat membawa dampak positif 

terhadap pengungkapan biodiversitas karena adanya transfer teknologi, standar 

global, dan praktek terbaik yang lebih ramah lingkungan. Investor asing, terutama 

dari negara-negara maju memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu keberlanjutan, 

termasuk konservasi keanekaragaman hayati. Hal ini dikarenakan adanya tekanan 

dari pemegang saham global, regulasi internasional, dan kebutuhan untuk 

mempertahankan reputasi perusahaann multinasional di pasar internasional. Dalam 

banyak kasus, perusahaann dengan pemegang saham asing diharapkan mematuhi 

standar pelaporan lingkungan yang lebih ketat, seperti Global Reporting Initiative 

(GRI) dan Sustainability Accounting Standards Board (SASB), sehingga 

mendorong transparasi yang lebih tinggi dalam pengungkapan biodiversitas. Selain 

itu, kepemilikan asing dapat menjadi katalisator bagi perusahaann lokal untuk 

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap konservasi 

lingkungan untuk memenuhi ekspektasi investor asing yang umumnya lebih 

progresif dalam hal keberlanjutan. 

Disini peran kepemilikan asing menjadi signifikan karena dapat mendorong 

perusahaann untuk lebih terbuka dalam melaporkan dampak kegiatan operasional 

terhadap biodiversitas, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi 

konservasi.  Dengan demikian, keberadaan investor asing berpotensi meningkatkan 

standar pelaporan lingkungan di Indonesia, terutama dalam hal pengungkapan 
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biodiversitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wang (2023), 

kepemilikan asing dapat mempengaruhi biodiversitas sesuai praktik perusahaann 

dan konteks operasionalnya. Perusahaann asing yang menerapkan standar 

lingkungan tinggi dapat membantu melindungi biodiversitas sesuai praktik 

perusahaann dan konteks operasionalnya. Perusahaann asing yang menerapkan 

standar lingkungan tinggi dapat membantu melindungi biodiversitas, karena 

kepemilikan asing dapat membawa teknologi dan pengetahuan baru yang 

bermanfaat untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keterlibatan 

perusahaann dengan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan juga penting, 

karena melibatkan pengetahuan tradisional yang dapat meningkatkan perlindungan 

biodiversitas. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Anam (2023) yang menguji 

kepangur kepemilikan asing terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada perusahaann manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaann 

yang memiliki investor asing dan institusi cenderung lebih terbuka dalam 

mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka.  

H1: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan biodiversitas. 

 

2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan 

Biodiversitas di Indonesia 

Kepemilikan pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong 

pengungkapan biodiversitas karena adanya tanggung jawab yang melekat untuk 
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melindungi sumber daya alam sebagai aset publik. Pemerintah memiliki 

kewenangan untuk menerapkan regulasi lingkungan yang ketat, sehingga 

perusahaann milik pemerintah sering diwajibkan untuk mematuhi standar 

keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaann swasta. Selain 

itu, perusahaann dengan kepemilikan pemerintah juga dituntut untuk lebih 

transparan dalam pelaporan, mengingat ekspektasi masyarakat dan pemangku 

kepentingan terkait akuntabilitas terhadap dampak lingkungan. Kepemilikan 

pemerintah memungkinkan sinergi antara kebijakan konservasi nasional dan 

strategi operasional perusahaann. Dalam banyak kasus, pemerintah sebagai pemilik 

dapat mendorong perusahaann untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam 

kegiatan bisnis mereka, termasuk dalam hal pengelolaan dan pelaporan 

biodiversitas. Dengan dukungan kebijakan yang jelas, kepemilikan pemerintah 

dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi perusahaann untuk 

mengungkapkan informasi biodiversitas secara lebih komprehensif, sekaligus 

memperkuat peran perusahaann untuk mendukung tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya menciptakan transparansi dan meningkatkan 

kontribusi perusahaann terhadap pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Probstl (2023), kepemilikan 

pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap biodiversitas melalui berbagai 

cara. Pertama, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menentukan 

pengelolaan sumber daya alam, dalam artian kebijakan yang mendukung 

konservasi dan pengelolaan berkelanjutan dapat melindungi biodiversitas. Kedua, 

pemerintah memiliki kemampuan untuk merancang sistem insentif yang 
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mendorong praktik ramah lingkungan, seperti mengurangi subsidi yang merugikan 

biodiversitas dan menggantinya dengan dukungan untuk praktik keberlanjutan. 

Terakhir, keterlibatan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan juga dapat 

memfasilitasi kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor 

swasta dan masyarakat sipil, sehingga membangun visi bersama untuk konservasi 

biodiversitas. Pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah dapat mempengaruhi 

cara sumber daya tersebut digunakan, karena pengelolaan yang baik dapat menjaga 

ekosistem dan spesies, sementara pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan 

kerusakan signifikan. 

H2: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

biodiversitas. 

 

2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan 

Biodiversitas di Indonesia 

Kepemilikan institusional, cenderung mendorong pengungkapan 

biodiversitas karena fokus mereka pada keberlanjutan dalam pengelolaan investasi. 

Institusi-institusi ini lebih memperhatikan reputasi dan keberlanjutan perusahaann 

tempat mereka berinvestasi, mendorong perusahaann untuk mematuhi prinsip 

lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk transparansi dalam melaporkan 

dampak terhadap biodiversitas. Mereka juga berperan dalam meningkatkan 

pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari Upaya menarik investor yang 

mengutamakan aspek tata kelola perusahaann yang semakin penting di pasar global. 

Selain itu, institusi pemegang saham utama sering terlibat dalam pengambilan 
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keputusan perusahaann perusahaann melalui dewan direksi atau dialog langsung 

dengan manajemen. Hal ini memungkinkan mereka menekan perusahaann agar 

lebih transparan dalam pengungkapan informasi keberlanjutan, dengan fokus pada 

investasi jangka panjang, institusi ini menyadari pentingnya konservasi 

biodiversitas untuk keberlanjutan perusahaann, sehingga mendorong 

pengungkapan informasi terkait Langkah-langkah konservasi dan pengelolaan 

sumber daya alam yang lebih baik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Runhaar (2024) kepemilikan 

institusional dapat mempengaruhi pengungkapan biodiversitas dengan mendorong 

transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keberlanjutan perusahaann. Lembaga 

institusional menuntut perusahaann yang mereka miliki untuk lebih terbuka 

mengenai dampak lingkungan mereka, termasuk biodiversitas. Mereka juga 

cenderung mendukung kebijakan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan 

dalam operasi perusahaann, yang mencakup pengungkapan Upaya konservasi dan 

pengelolaan biodiversitas. Selain itu, tekanan dari investor yang peduli pada faktor 

lingkungan, sosial, dan tata kelola memperkuat pengaruh positif kepemilikan 

institusional terhadap laporan biodiversitas, mendorong perusahaann untuk 

mematuhi standar pelaporan yang lebih ketat dan sistem pemantauan yang lebih 

baik. 

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

biodiversitas. 
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2.6.4 Pengaruh Keberagaman Gender Direksi Terhadap Pengungkapan 

Biodiversitas di Indonesia 

Keberagaman gender dalam dewan direksi dapat meningkatkan 

pengungkapan biodiversitas perusahaann karena keberagaman perspektif yang 

dibawa oleh anggota dewan dari berbagai latar belakang, termasuk gender. 

Penelitian menunjukkan bahwa Perempuan dalam posisi kepemimpinan cenderung 

lebih sensitif terhadap isu sosial dan lingkungan, termasuk keberlanjutan dan 

konservasi biodiversitas. Perempuan lebih sering memperhatikan dampak jangka 

panjang dari aktivitas bisnis terhadap Masyarakat dan lingkungan, serta lebih 

terbuka terhadap praktik yang berkelanjutan. Keberagaman gender dalam dewan 

direksi juga dapat memperkaya proses pengambilan Keputusan dengan 

mempertimbangkan berbagai sudut pandang, yang nantinya dapat mendorong 

perusahaann untuk lebih responsif terhadap tuntutan transparansi dan pelaporan 

terkait isu lingkungan, termasuk biodiversitas. 

Keberagaman gender juga dapat membantu perusahaann dalam memenuhi 

ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin menuntut adanya transparansi 

dalam hal keberlanjutan lingkungan. Pemangku kepentingan, termasuk konsumen, 

investor dan regulator, semakin mengutamakan pentingnya pengelolaan lingkungan 

yang baik dan transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan, terutama terkait 

dengan konservasi biodiversitas. Direksi yang memiliki keberagaman gender 

cenderung lebih proaktif dalam melaporkan informasi terkait Upaya perusahaann 

dalam menjaga dan melestarikan biodiversitas. Mereka juga lebih berkomitmen 
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untuk mengembangkan strategi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara 

finansial, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap keberlanjutan alam. 

Dengan keberagaman ini, perusahaann dapat meningkatkan kredibilitasnya 

dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang pada gilirannya 

berkontribusi pada peningkatan pengungkapan biodiversitas yang lebih baik. Hal 

ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Haque dan Jones (2020), dimana 

keberagaman gender dalam dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap 

pengungkapan biodiversitas perusahaann. Keberadaan perempuan dalam dewan 

direksi meningkatkan sensitivitas perusahaann terhadap isu lingkungan, termasuk 

biodiversitas, melalui strategi yang lebih inklusif dan kepentingan sosial. 

H4: Gender direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan biodiversitas. 

 

2.6.5 Pengaruh Independensi Komisaris Terhadap Pengungkapan 

Biodiversitas di Indonesia 

Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas perusahaann, termasuk dalam pengungkapan 

biodiversitas. Sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan manajemen atau 

pemegang saham utama, komisaris independen mampu bertindak objektif dan tidak 

terpengaruh oleh kepentingan internal perusahaann. Hal ini memungkinkan mereka 

untuk mendorong perusahaann agar lebih terbuka dalam melaporkan dampak 

lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional mereka. Dalam konteks 

pengungkapan biodiversitas, komisaris independen dapat menekan untuk 

diadakannya pengungkapan yang lebih detail mengenai Upaya konservasi yang 
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dilakukan oleh perusahaann, serta dampak dari kegiatan industri terhadap 

ekosistem dan keanekaragaman hayati. Mereka cenderung memastikan bahwa 

laporan keberlanjutan yang disampaikan perusahaann tidak hanya memenuhi 

kewajiban regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaann terhadap 

pelestarian lingkungan.  

 Komisaris independen memastikan bahwa perusahaann mematuhi prinsip 

tata kelola yang baik. Mereka akan mendorong perusahaann untuk tidak hanya 

fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan 

jangka panjang yang mencakup aspek keberlanjutan lingkungan, serta 

pengungkapan informasi terkait biodiversitas dengan cara yang jelas dan 

transparan, serta memberikan penekanan pada tanggung jawab sosial dan 

lingkungan mereka. Hal ini akan memperkuat kredibilitas perusahaann di mata 

pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan Masyarakat luas, yang 

semakin peduli terhadap isu-isu keberlanjutan. Oleh karena itu, komisaris 

independen memiliki peran strategis dalam meningkatkan pengungkapan 

biodiversitas dan mendorong perusahaann untuk menjalankan praktik bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herizona dan Yuliana (2021) 

bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan 

biodiversitas. Sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan manajemen dan 

pemegang saham, komisaris independen dapat memastikan pengungkapan 

informasi yang lebih objektif dan transparan, serta mendorong pengungkapan 

informasi yang mencakup aspek keberlanjutan, termasuk biodiversitas. 
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H5: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

biodiversitas. 

 

2.7 Variabel Kontrol 

Ukuran perusahaann adalah salah satu variabel kontrol yang sering 

digunakan dalam penelitian terkait keberlanjutan. Perusahaann yang lebih besar 

umumnya memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk mendukung program 

keberlanjutan, termasuk pengelolaan dan pelaporan biodiversitas. Dengan aset dan 

pendapatan yang besar, perusahaann besar juga lebih rentan terhadap tekanan 

publik dan regulator untuk menunjukkan komitmen terhadap isu lingkungan. 

Penelitian Tjahjadi (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaann 

mempengaruhi Tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan, termasuk 

biodiversitas. Pengukuran variabel ini dilakukan melalui logaritma natural (Ln) dari 

total aset. 

 Umur perusahaann juga merupakan variabel kontrol yang penting. 

Perusahaann yang lebih tua sering dianggap memiliki pengalaman lebih banyak 

dalam manajemen dan pelaporan berkelanjutan. Umur perusahaann mencerminkan 

stabilitas dan kemampuan perusahaann untuk memahami dinamika regulasi dna 

harapan pemangku kepentingan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Saptowinarko (2024) yang menunjukkan bahwa perusahaann dengan sejarah 

panjang cenderung lebih konsisten dalam melaporkan inisiatif terkait tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. Umur perusahaann biasanya diukur berdasarkan 

perbedaan antara tahun penelitian dengan tahun berdirinya perusahaann. 
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 Return on Aset (ROA) mengukur efisiensi perusahaann menggunakan aset 

untuk menghasilkan laba, hal ini mencerminkan kemampuan manajerial 

perusahaann dalam mengelola sumber daya dengan efektif. Dalam konteks laporan 

keberlanjutan, penelitian Haque dan Jones (2020) menunjukkan bahwa 

perusahaann dengan ROA lebih tinggi cenderung lebih proaktif dalam 

mengungkapkan inisiatif keberlanjutan dan keanekaragaman hayati, karena 

memiliki kapasitas finansial yang besar untuk praktik keberlanjutan. ROA biasanya 

diukur dengan membandingkan laba bersih dengan rata-rata total aset perusahaann 

selama periode tertentu. 

 Sensitivitas lingkungan mencerminkan Tingkat paparan perusahaann 

terhadap risiko dan dampak lingkungan. Perusahaann yang sensitif terhadap 

lingkungan cenderung berada di bawah pengawasan lebih ketat dari pemangku 

kepentingan dan regulasi, sehingga mendorong mereke untuk lebih aktif dalam 

pelaporan keberlanjutan dan inisiatif perlindungan keanekaragaman hayati. 

Penelitian Haque dan Jones (2020) menunjukkan bahwa perusahaann di sektor 

industri yang sensitif terhadap lingkungan menunjukkan tingkat pengungkapan 

inisiatif keanekaragaman hayati yang lebih tinggi untuk mempertahankan 

legitimasi korporat dan dan merespons tekanan institusional. Sensitivitas 

lingkungan diukur berdasarkan ada atau tidaknya pengungkapan perusahaann, 

dimana perusahaann dari sektor dengan potensi dampak lingkungan besar dianggap 

memiliki sensitivitas lebih tinggi. 
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2.8 Kerangka Pemikiran 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan perusahaann-perusahaann yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat beberapa alasan yang mendasari penelitian 

ini memilih perusahaann yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari International 

Union for Conservation of Nature (IUCN) hingga Oktober 2022, sebanyak 1.217 

spesies hewan di Indonesia telah masuk dalam kategori terancam punah. Ancaman 

ini juga merambah ekosistem perairan Indonesia, yang mencakup laut, sungai, dan 

danau. Hal ini menciptakan lingkaran perusakan yang semakin sulit dipulihkan. 

Perubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global memperburuk kondisi 

biodiversitas. Sehingga menambah tekanan terhadap ekosistem yang sudah rentan, 

meningkatkan ancaman kepunahan bagi spesies-spesies yang bergantung pada 

habitat tertentu. Perubahan iklim juga mempengaruhi interaksi antar spesies dalam 

rantai makanan, menciptakan dampak yang lebih luas terhadap ekosistem secara 

keseluruhan, kerusakan ekosistem ini, baik di darat maupun di laut, bukan hanya 

mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies tersebut, tetapi juga kualitas hidup 

manusia yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam.  

Sampel penelitian ini menggunakan perusahaann-perusahaann yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 hingga 2023 yang mengelola 

pengungkapan biodiversitas dalam laporan mereka. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari laporan keuangan dan laporan keberlanjutan periode 2021 hingga 
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2023, pengungkapan biodiversitas perusahaann dapat bervariasi tergantung pada 

sektor industri, ukuran perusahaann dan struktur kepemilikan saham. Variasi ini 

dipengaruhi oleh tekanan regulasi yang lebih ketat dan ekspektasi masyarakat yang 

lebih tinggi terhadap industri yang berisiko besar terhadap kerusakan lingkungan. 

Oleh karena itu, periode pengamatan dari tahun 2021 hingga 2023 dipilih untuk 

menganalisis pengungkapan biodiversitas mengingat perubahan regulasi yang lebih 

baru, serta meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan dan pelaporan 

terkait dampak lingkungan untuk memastikan efektivitas Langkah-langkah 

konservasi yang dilakukan perusahaann. 

Laporan keberlanjutan menjadi instrumen penting bagi perusahaann untuk 

menunjukkan komitmen mereka terhadap pelestarian biodiversitas. Perusahaann 

yang menyusun laporan keberlanjutan secara terperinci dan berbasis standar 

internasional, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Sustainable 

Development Goals (SDGs) cenderung memiliki pengungkapan biodiversitas yang 

lebih lengkap. Aspek-aspek yang diungkapkan antara lain mencakup inisiatif 

konservasi, rehabilitasi lahan, perlindungan spesies endemic, dan alokasi anggaran 

untuk program lingkungan. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya standar 

yang seragam dalam pengungkapan biodiversitas di Indonesia. Sebagian besar 

pengungkapan masih bersifat sukarela, karena regulasi terkait, seperti POJK No. 

51/POJK.03/2017, belum secara eksplisit mengatur detail pengungkapan 

biodiversitas. Selain itu, keterbatasan data kuantitatif dan kurangnya integrasi 

biodiversitas dalam strategi utama perusahaann menjadi hambatan yang signifikan 

untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang lebih optimal. Pemerintah dapat 
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mendorong perusahaann untuk lebih proaktif melalui penguatan regulasi yang 

mengatur pengungkapan biodiversitas secara lebih spesifik. Di sisi lain, 

perusahaann perlu menjadikan pelestarian biodiversitas sebagai bagian dari strategi 

bisnis jangka panjang mereka, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban regulasi. 

Di bawah ini adalah tabel distribusi sampel sebanyak 2.249 perusahaann periode 

tahun 2021 hingga 2023. 

 

Tabel 3. 1 Distribusi Sampel 

Klasifikasi Industri

Industri Frekuensi Persentase

Consumer Cyclical 346 15,38%

Consumer  Non Cyclical 322 14,32%

Energy 198 8,80%

Financials 303 13,47%

Healthcare 83 3,69%

Industrials 163 7,25%

Infrastructure 157 6,98%

Materials 281 12,49%

Properties Real Estate 201 8,94%

Technology 100 4,45%

Transportation Logistics 95 4,22%

Total 2249 100%

Tahun

2021 702

2022 739

2023 808

Total 2249  

 

3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis data dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah data 

sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaann dan laporan 

keberlanjutan perusahaann yang terdaftar di BEI periode 2021 hingga 2023, laporan 
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tersebut didapatkan dari website resmi perusahaann dan BEI. Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi yang 

menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji data-data laporan perusahaann. 

 

3.3 Deskripsi dan Pengumpulan Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen atau bebas, variabel terikat pada penelitian ini adalah 

biodiversitas. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dengan indikator 

SDG 14 (Life Below Water) dan SDG 15 (Live on Land) untuk mengukur dan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pengungkapan tersebut. 

Variabel dummy digunakan untuk merepresentasikan keberadaan atau 

ketidakhadiran suatu kondisi yang relevan dengan pengungkapan biodiversitas. 

Dalam SDG 14, dummy dapat digunakan untuk menunjukkan apakah sebuah 

perusahaann mengungkapkan data mengenai perlindungan ekosistem laut (1 = 

mengungkapkan, 0 = tidak mengungkapkan). Sementara itu, pada SDG 15, dummy 

dapat merepresentasikan pengungkapan terkait konservasi hutan atau keberadaan 

spesies langka di wilayah tertentu (1 = mengungkapkan, 0 = tidak mengungkapkan). 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi perubahan variabel dependen. Pada penelitian ini variabel 

dependennya adalah corporate governance yang terdiri dari kepemilikan asing, 
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kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, gender direksi, dan komisaris 

independen. Pertama, kepemilikan asing diukur dengan jumlah persentase 

kepemilikan perusahaann asing. Kedua, kepemilikan pemerintah diukur 

menggunakan jumlah persentase kepemilikan pemerintah. Ketiga, kepemilikan 

institusional juga diukur dengan jumlah persentase kepemilikan institusional. 

Selanjutnya, gender direksi diukur dengan rasio banyaknya direksi perempuan  

terhadap jumlah seluruh direksi. Terakhir yaitu komisaris independen diukur 

dengan persentase jumlah komisaris independen terhadap seluruh komisaris.  

 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan yang berfungsi 

untuk memastikan bahwa hasil penelitian hanya dipengaruhi variabel independen 

dan tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Pada penelitian ini, variabel 

kontrolnya adalah umur perusahaann, ukuran perusahaann, dan Return on Aset 

(ROA). Umur perusahaann diukur menggunakan seberapa lama perusahaann telah 

berdiri. Ukuran perusahaann diukur dengan menggunakan logaritma natural (Ln) 

total aset yang dimiliki perusahaann. Return on Aset (ROA) diukur dengan 

membagi laba bersih dengan total aset. Terakhir, sensitivitas lingkungan diukur 

dengan ada atau tidaknya pengungkapan potensi dampak lingkungan. 

 



42 

 

 

 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang berfokus pada 

pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menggambarkan karakteristik atau 

sifat dasar suatu himpunan data melalui tabel, grafik, atau ukuran numerik seperti 

rata-rata, median, dan deviasi standar. Statistik ini bertujuan untuk memberikan 

ringkasan informasi tanpa membuat kesimpulan umum tentang populasi yang lebih 

besar (McKeown, 2024). 

 

3.4.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk menguji korelasi antara dua variabel. 

Dalam analisis ini pola dan hubungan antara variabel dianalisis untuk memahami 

korelasi, asosiasi, atau ketergantungan diantara keduanya (Shi et al., 2024). Dalam 

pengujian ini nantinya dapat dihasilkan nilai koefisien untuk menentukan ada 

tidaknya masalah pada multikolinearitas bila menunjukkan nilai lebih dari 0,8. 

Permasalahan multikolinearitas sangat serius dapat terjadi bila nilai Variance 

Inflation Faktor (VIF) lebih dari 10 (Vu et al., 2015). 

 

3.4.3 Analisis Regresi Logistik 

Regresi logistik merupakan metode analisis yang digunakan untuk 

memodelkan hubungan antara satu variabel dependen biner (dapat memiliki dua 

nilai, seperti 0 dan 1) dengan satu atau lebih variabel independen dan 

mengklasifikasikan data ke dalam kategori berbeda untuk menganalisis pengaruh 
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variabel-variabel independen terhadap hasil tersebut (Haque & Jones, 2020). Pada 

penelitian ini, variabel dependen (biodiversitas), variabel independen (kepemilikan 

asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, gender direksi, dan 

komisaris independen) dan variabel kontrol (umur perusahaann, ukuran 

perusahaann dan ROA) saling berhubungan dimana independen dan kontrol 

berfungsi untuk menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen. Berikut ini 

persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini: 

SDGD14 = β0 + β1 KA + β2 KP + β3 KI + β4 GD + β5 KIn+ β6 AGE + β7 SIZE + β8 

ROA + β9SL + ε 

SDGD15 = β0 + β1 KA + β2 KP + β3 KI + β4 GD + β5 KIn+ β6 AGE + β7 SIZE + β8 

ROA + β9SL + ε 

Keterangan: 

SDGD = Sustainable Development Goals Disclosure 

KA = Kepemilikan Asing 

KP = Kepemilikan Pemerintah 

KI = Kepemilikan Institusional 

GD = Gender Direksi 

KIn = Komisaris Independen 

AGE = Umur Perusahaann 

SIZE = Ukuran Perusahaann 

ROA = Return on aset 

SL = Sensitivitas Lingkungan 

β0 = Intercept 
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β1-β8 = Koefisien estimasi pada setiap variabel 

ε = Error
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BAB IV  

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Ada dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari 

variabel kontinyu dan kategori. Variabel Kontinyu terdiri dari kepemilikan 

pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, gender direksi, 

independensi komisaris, umur perusahaann, dan ukuran perusahaann yang dihitung 

dengan menggunakan nilai rata-rata, standar deviasi, minimum dan, maksimum. 

Variabel kategori terdiri dari pengungkapan SDGs 14, SDGs 15, return on aset dan 

sensitivitas lingkungan dihitung dengan menggunakan frekuensi. Hasil ditunjukkan 

pada tabel 4.1 dibawah. 

Variabel kepemilikan asing yang diukur dengan persentase. Pengukuran 

dilakukan dengan menghitung persentase kepemilikan asing yang tercatat di 

laporan keuangan tahunan perusahaann. Variabel kepemilikan asing menunjukkan 

nilai mean atau rata-rata sebesar 14,89. Nilai standar deviasi sebesar 26,42, disini 

menunjukkan sifat data yang bervariasi karena nilai standar deviasi melebihi nilai 

rata-rata. Nilai minimum pada variabel kepemilikan asing sebesar 0 dan nilai 

maksimum sebesar 99,45. 

Variabel kepemilikan pemerintah yang diukur dengan persentase 

kepemilikan pemerintah yang tercatat di laporan keuangan tahunan perusahaann. 

Variabel kepemilikan pemerintah menunjukkan nilai mean atau rata-rata sebesar 

1,42 yang berarti porsi kepemilikan pemerintah di setiap perusahaann sangat sedikit 
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karena kurang dari 10 persen. Nilai standar deviasi sebesar 9,24 yang menunjukkan 

sifat data yang bervariasi karena melebihi nilai rata-rata. Nilai minimum pada 

kepemilikan pemerintah sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 82,48. 

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif 

Panel A : Variabel Kontinyu

Rata-Rata STD. Deviasi Min. Maks.

KA 14.89 26.42 0.00 99.45

KP 1.42 9.34 0.00 82.48

KI 61.54 26.92 0.00 100.00

GD 0.15 0.20 0.00 1.00

KIn 42.50 13.17 0.00 100.00

SIZE 21.92 2.64 11.07 32.87

AGE 32.66 20.01 0.00 128.00

ROA 3.38 29.27 -922.26 449.38

Frekuensi Persentase

1053 46.82%

1196 53.18%

Variabel

Sensitivitas Lingkungan

Panel B: Variabel Kategori

perusahaan sensitif terhadap lingkungan

perusahaan tidak sensitif terhadap lingkungan

SDG 14  

163 13.63%

1033 86.37%

176 14.72%

1020 85.28%

perusahaan mengungkapkan SDG 14

perusahaan tidak mengungkapkan SDG 14

SDG 15

perusahaan mengungkapkan SDG 15

perusahaan tidak mengungkapkan SDG 15  

 

Variabel kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan 

institusional yang tercatat di laporan keuangan tahunan perusahaann. Variabel 

kepemilikan pemerintah menunjukkan nilai rata rata sebesar 61,54. Nilai standar 

deviasi 26,92, yang berarti data bersifat homogen karena kurang dari nilai rata-rata. 

Nilai minimum pada variabel kepemilikan institusional yaitu 0 dan maksimum 100, 

yang berarti sebagian besar kepemilikan perusahaann dipegang oleh institusional. 
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Variabel gender direksi yang diukur dengan rasio banyaknya direksi 

perempuan terhadap seluruh direksi yang tercantum di laporan keuangan 

perusahaann. Variabel gender direksi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,15 dan 

standar deviasi sebesar 0,20 yang berarti data bersifat bervariasi atau heterogeny 

karena nilai standar deviasi yang melebihi rata-rata. Untuk nilai minimum dari 

variabel gender direksi adalah 0 dan maksimumnya adalah 1 yang berarti terdapat 

perusahaann dengan direksi yang seluruhnya perempuan.  

Variabel komisaris independen yang diukur dengan persentase banyaknya 

komisaris independen terhadap seluruh komisaris yang tercantum di laporan 

keuangan perusahaann. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 42,5 dan nilai 

standar deviasi sebesar 13,17, hal ini berarti data bersifat homogen karena nilai 

standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Nilai minimum untuk variabel 

komisaris independen adalah 0 dan nilai maksimumnya 100, disini menunjukkan 

bahwa terdapat perusahaann dengan komisaris yang seluruhnya komisaris 

independen. 

Variabel ukuran perusahaann yang diukur dengan SIZE. Pengukuran 

dilakukan dengan mencari nilai logaritma natural (Ln) dari total aset yang dimiliki 

perusahaann, total aset tercatat di laporan keuangan tahunan perusahaann. Variabel 

ukuran perusahaann memiliki nilai rata-rata sebesar 21,92 dan nilai standar deviasi 

sebesar 2,92 yang berarti data bersifat homogen karena nilai standar deviasi lebih 

kecil dari nilai rata-rata. Untuk nilai minimum dari variabel ini adalah 11,07 dan 

nilai minimum sebesar 32,87. 
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Variabel usia perusahaann yang diukur dengan AGE. Pengukuran ini 

dilakukan dengan menghitung berapa lama perusahaann berdiri sejak pertama kali 

didirikan. Variabel usia perusahaann memiliki nilai rata-rata sebesar 32,66 yang 

berarti perusahaann rata-rata telah berdiri selama lebih dari 36 tahun. Untuk nilai 

minimum usia perusahaann adalah 0 yang berarti perusahaann baru berdiri dan nilai 

maksimum sebesar 128 yang berarti usia perusahaann yang berdiri paling lama 

yaitu 128 tahun. Nilai standar deviasi variabel ini sebesar 20,1 yang menunjukkan 

nilai lebih kecil dari rata-rata yang berarti data bersifat homogen.  

Variabel return on aset (ROA) perusahaann yang diukur dengan 

membandingkan nilai laba tahun berjalan dibandingkan dengan total aset yang 

dimiliki oleh perusahaann, informasi ini terdapat di laporan keuangan tahunan 

perusahaann. Variabel ini memiliki nilai rata rata sebesar 3,38 dan standar deviasi 

sebesar 29,27 yang menunjukkan bahwa data bersifat heterogen atau bervariasi 

karena standar deviasi lebih besar dari rata-rata. Untuk nilai minimum dari variabel 

ROA adalah -922,26 dan nilai maksimum sebesar 449,36, hal ini berarti bahwa ada 

perusahaann yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dari 

pengelolaan asetnya yang kurang, namun juga ada perusahaann yang dapat 

menghasilkan laba dari pengelolaan asetnya secara efisien. 

Variabel sensitivitas lingkungan menunjukkan bahwa terdapat 1053 

perusahaann yang sensitif terhadap lingkungan atau sebesar 46,82%, sedangkan 

sebanyak 1196 perusahaann tidak sensitif terhadap lingkungan atau sebesar 

53,18%. 
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Kesepuluh, variabel SDG 14 menunjukkan bahwa sebanyak 163 

perusahaann mengungkapkan SDG 14 atau sebesar 13,63%, sedangkan sebanyak 

1033 perusahaann tidak mengungkapkan SDG 14 atau sebesar 86,37%. 

Kesebelas, variabel SDG 15 menunjukkan bahwa terdapat 176 perusahaann 

mengungkapkan SDG 15 atau sebesar 14,72%, sedangkan sebanyak 1020 

perusahaann tidak mengungkapkan SDG 15 atau sebesar 85,28%. 

 

4.2 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi dilakukan pada semua variabel dari dependen, independen, 

dan kontrol, tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel 

yang diteliti. Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil matriks korelasi seluruh variabel 

yang diuji terhadap indeks SDG 14. Indeks pengungkapan SDG 14 berkorelasi 

secara negatif dengan kepemilikan asing (ρ = -0,034; P-value > 0,1). Begitu juga 

dengan kepemilikan institusional (ρ = -0,0024; P-value > 0.1) dan gender direksi (ρ 

= -0,0229; P-value > 0,1) yang memiliki korelasi negatif dengan SDG 14. Berbeda 

dengan hasil sebelumnya, variabel kepemilikan pemerintah (ρ = 0,2211; P-value < 

0,01) dan variabel komisaris independen (ρ = 0,032; P-value > 0,1) memiliki 

korelasi positif dengan SDG 14. Pada hasil analisis korelasi dari variabel kontrol 

dengan SDG 14, variabel ukuran perusahaann (ρ = 0,2180, P-value < 0,01), usia 

perusahaann (ρ = 0,1415; P-value < 0,01), return on aset perusahaann (ρ = 0,0386; 

P-value < 0,1), dan sensitivitas lingkungan (ρ = 0,1402; P-value <0,01) berkorelasi 

positif dengan SDG 14. 
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Tabel 4.3 menunjukkan hasil matriks korelasi semua variabel yang diuji 

terhadap indeks SDG 15. Indeks pengungkapan SDG 15 berkorelasi negatif dengan 

kepemilikan asing (ρ = -0,0425; P-value < 0,05) dan gender direksi (ρ = -0,0233; 

P-value > 0,1). Berbeda dengan dua variabel independen sebelumnya, hasil analisis 

korelasi untuk variabel independen kepemilikan pemerintah (ρ = 0,1882; P-value < 

0,01), kepemilikan institusional (ρ = 0,0162, P-value > 0,1), dan komisaris 

independen (ρ = 0,0376; P-value < 0,1) berkorelasi positif dengan SDG 15. 

Selanjutnya, indeks SDG 15 memiliki hubungan positif dengan seluruh variabel 

kontrol seperti ukuran perusahaann (ρ = 0,1544; P-value < 0,01), usia perusahaann 

(ρ = 0,1080; P-value < 0,01), return on aset perusahaann (ρ = 0,0196; P-value > 

0,1), dan sensitivitas lingkungan (ρ = 0,0596; P-value < 0,01). 

Di bawah ini adalah tabel hasil korelasi SDG 14 dan SDG 15:  
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Tabel 4. 2 Analisis Korelasi SDG 14 

 

 

 

 

 

 

SDG 14 KA KP KI GD KIn SIZE AGE SL ROA

SDG 14 1

KA -0,0340 1

KP 0,2211*** -0,0676*** 1

KI -0,0024 0,3201*** -0,2010*** 1

GD -0,0229 -0,0347 -0,0094 -0,0459** 1

Kin 0,032 0,0144 0,1002*** -0,298 -0,0303 1

SIZE 0,2180*** 0,0721*** 0,1955*** 0,0350* -0,0634*** 0,0817*** 1

AGE 0,1415*** 0,1779*** 0,2395*** 0,0992*** -0,0196 0,0651*** 0,2189*** 1

SL 0,1402*** -0,0463** 0,0398* 0,0126 -0,0232 -0,0642*** 0,0354* 0,0075 1

ROA 0,0386* 0,0142 -0,0485** 0,0299 0,0493** -0,0457** 0,0261 0,0195 0,0223 1  

Catatan: *, **, *** menunjukkan signifikansi pada nilai 10%, 5%, dan 1%. 
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Tabel 4. 3 Analisis Korelasi SDG 15 

 

 

SDG 15 KA KP KI GD KIn SIZE AGE SL ROA

SDG 15 1

KA -0,0425** 1

KP 0,1882*** -0,0676*** 1

KI 0,0162 0,3201*** -0,2010*** 1

GD -0,0233 -0,0347 -0,0094 -0,0459** 1

Kin 0,0376* 0,0144 0,1002*** -0,0298 -0,0303 1

SIZE 0,1544*** 0,0721*** 0,1955*** 0,0350* -0,0634*** 0,0817*** 1

AGE 0,1080*** 0,1779*** 0,2395*** 0,0992*** -0,0196 0,0651*** 0,2189*** 1

SL 0,0596*** -0,0463** 0,0398* 0,0126 -0,0232 -0,0642*** -0,0354* 0,0075 1

ROA 0,0196 0,0142 -0,0485** 0,0299 0,0493** -0,0457** 0,0261 0,0195 0,0223 1  

Catatan: *, **, *** menunjukkan signifikansi pada nilai 10%, 5%, dan 1%. 
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4.3 Analisis Regresi Logistik 

Regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena penilaian dampak 

pengungkapan biodiversitas adalah variabel dependen biner, yang berarti hanya 

memiliki dua kemungkinan hasil yaitu perusahaann melakukan pengungkapan atau 

tidak melakukan pengungkapan biodiversitas. Analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan aplikasi STATA.  

4.3.1 Regresi Logistik SDG 14 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil analisis regresi logistik dengan menguji setiap 

variabel independen dan terhadap variabel independen lainnya. Hasil pengujian 

tersebut disajikan di kolom M1 hingga M6 yang menunjukkan regresi logistik 

setiap variabel independen terhadap pengungkapan SDG 14. 

Pada kolom M1 ditemukan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh 

negatif tidak signifikan (β = -0,003, ρ = 0,617) terhadap pengungkapan SDG 14. 

Hasil ini menunjukkan bahwa porsi kepemilikan asing kurang berdampak langsung 

terhadap kebijakan atau praktik yang berkaitan dengan SDG 14, sehingga 

pengungkapan SDG 14 akan semakin menurun. Hasil yang didapat berlawanan 

dengan hipotesis penelitian H1 dimana kepemilikan asing memberikan pengaruh 

positif signifikan terhadap pengungkapan biodiversitas. Oleh karena itu, variabel 

kepemilikan asing yang dianalisis, berlawanan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wang (2023). yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa kepemilikan 

asing berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan biodiversitas. 
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Tabel 4. 4 Regresi Logistik SDG 14 

 

 

 

Koef Sig Koef Sig Koef Sig Koef Sig Koef Sig Koef Sig

KA -0,003 0,617 -0,002 0,715

KP 0,001 0,000*** 0,080 0,000***

KI 0,001 0,96 0,008 0,178

GD -0,022 0,82 -0,015 0,870

KIn 0,011 0,281 0,009 0,370

SIZE 0,399 0,000*** 0,346 0,000*** 0,4 0,000*** 0,399 0,000*** 0,396 0,000*** 0,340 0,000***

AGE 0,029 0,001*** 0,019 0,021** 0,029 0,001*** 0,029 0,001*** 0,028 0,001*** 0,018 0,029**

SL 2,328 0,056* 1,543 0,197 2,340 0,054* 2,341 0,054* 2,346 0,054* 1,576 0,190

ROA 0,000 0,486 0,000 0,649 0,000 0,484 0,000 0,490 0,000 0,498 0,000 0,655

Tahun Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Industri Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

LR Chi 377,1 377,1 352,84 352,84 377,49 377,49 377,72 377,72 377,69 377,69 352,29 352,29

Observations 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249

M6M1 M2 M3 M4 M5

 

Catatan: *, **, *** menunjukkan signifikansi pada nilai 10%, 5%, dan 1%. 
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Pada kolom M2 ditemukan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki 

pengaruh positif signifikan (β = 0,001, ρ = 0,000) terhadap pengungkapan SDG 14 

yang menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah cenderung lebih 

memperhatikan aspek berkelanjutan dan kepatuhan yang berkaitan dengan SDG 14, 

sehingga semakin besar porsi kepemilikan pemerintah maka pengungkapan SDG 

14 akan semakin meningkat. Bila dikaitkan dengan hipotesis penelitian, hasil 

analisis M2 mendukung hipotesis penelitian H2 dimana kepemilikan pemerintah 

memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan SDG 14. 

Maka dari itu, hasil variabel ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Probstl (2023). 

Pada kolom M3 ditemukan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan (β = 0,001, ρ = 0,960) terhadap pengungkapan SDG 14 yang 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat dijadikan faktor utama 

dalam menentukan keterlibatannya terhadap pengungkapan SDG 14. Sehingga 

lebih banyak atau lebih sedikit porsi kepemilikan institusional, hal ini tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan SDG 14. Variabel kepemilikan institusional 

hasilnya berlawanan dengan hipotesis penelitian H3, dimana kepemilikan 

institusional memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan biodiversitas. 

Maka dari itu penelitian ini hasilnya tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Runhaar (2024). 

Pada kolom M4 ditemukan bahwa direksi yang berjenis kelamin perempuan 

memiliki pengaruh negatif tidak signifikan (β = -0,022, ρ = 0,820) terhadap 

pengungkapan SDG 14. Hal ini menunjukkan keberagaman gender di tingkat 
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direksi tidak berkontribusi secara langsung terhadap tujuan SDG 14, dan tidak 

memiliki peran signifikan dalam keputusan dalam pengungkapan SDG 14. Variabel 

gender direksi hasilnya berlawanan dengan hipotesis penelitian. Hasil tidak sesuai 

H4 dimana gender direksi memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan 

biodiversitas, sehingga hasil variabel yang dianalisis berlawanan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Haque (2020). 

Pada kolom M5 ditemukan bahwa independensi komisaris berpengaruh 

positif tidak signifikan (β = 0,011, ρ = 0,281) terhadap pengungkapan SDG 14. 

Artinya, semakin tinggi porsi komisaris independen dapat berdampak terhadap 

pengungkapan SDG 14 atau tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SDG 14 

karena hubungan yang tidak signifikan. Variabel komisaris independen hasilnya 

berlawanan dengan hipotesis penelitian yaitu H5 dimana komisaris independen 

memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan biodiversitas. Sehingga hasil 

ketiga variabel yang dianalisis berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Herizona (2021). 

Pada kolom M6 hasil menunjukkan bahwa jika semua variabel independen 

diuji satu sama lain, hasilnya menunjukkan bahwa hanya kepemilikan pemerintah 

yang tetap berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel lain yang hasilnya 

tidak signifikan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak memiliki 

pengaruh yang cukup kuat dalam meningkatkan pengungkapan SDG 14 oleh 

perusahaann. 

Hasil analisis variabel kontrol dalam penelitian ini menunjukkan ukuran 

perusahaann memiliki pengaruh positif signifikan di semua model. Artinya, 
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perusahaann dengan ukuran yang lebih besar cenderung mengungkapkan 

keterlibatan mereka dalam pengungkapan SDG dibandingkan ukuran perusahaann 

yang lebih kecil. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjadi 

(2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaann mempengaruhi tingkat 

pengungkapan informasi keberlanjutan, termasuk biodiversitas. Selanjutnya untuk 

variabel usia perusahaann juga menunjukkan hasil positif signifikan di semua 

model, yang artinya semakin lama perusahaann tersebut berdiri, maka perusahaann 

lebih siap dan berpengalaman dalam memenuhi tuntutan regulasi serta menerapkan 

kebijakan keberlanjutan yang lebih matang. Hasil sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Saptowinarko (2024) yang menunjukkan bahwa perusahaann 

dengan sejarah panjang cenderung lebih konsisten dalam melaporkan inisiatif 

terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk variabel sensitivitas 

lingkungan hasil penelitian menunjukkan berpengaruh positif signifikan di empat 

model dan mendekati signifikan di dua model lainnya, artinya perusahaann yang 

memiliki sensitivitas lingkungan tinggi akan lebih aktif berperan dalam 

pengungkapan SDG 14. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Haque 

(2020) yang menyatakan bahwa bahwa perusahaann di sektor industri yang sensitif 

terhadap lingkungan menunjukkan tingkat pengungkapan inisiatif keanekaragaman 

hayati yang lebih tinggi untuk mempertahankan legitimasi korporat dan dan 

merespons tekanan institusional. Terakhir, untuk variabel return on aset 

perusahaann menunjukkan bahwa berpengaruh positif tidak signifikan di semua 

model, artinya perusahaann dengan return on aset yang tinggi belum tentu memiliki 

kesadaran untuk mengungkapkan SDG 14. Hasil ini berlawanan dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Haque (2020) yang menunjukkan bahwa perusahaann dengan 

ROA lebih tinggi cenderung lebih proaktif dalam mengungkapkan inisiatif 

keberlanjutan dan keanekaragaman hayati, karena memiliki kapasitas finansial 

yang besar untuk praktik keberlanjutan.  

4.3.2 Regresi Logistik SDG 15 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil analisis regresi logistik dengan menguji setiap 

variabel independen dan terhadap variabel independen lainnya. Hasil pengujian 

tersebut disajikan di kolom M1 hingga M6 yang menunjukkan regresi logistik 

setiap variabel independen terhadap pengungkapan SDG 15. 

Pada kolom M1, variabel kepemilikan asing memiliki hubungan negatif 

signifikan terhadap pengungkapan SDG 15 (β = -0,011, ρ = 0,092), hasil ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan asing cenderung kurang peduli terhadap 

pengungkapan SDG 15, yang artinya semakin besar kepemilikan asing dalam suatu 

perusahaann, maka semakin kecil pengungkapan SDG 15. Hasil yang didapat 

berlawanan dengan hipotesis penelitian H1 dimana kepemilikan asing memberikan 

pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan biodiversitas. Oleh karena itu, 

variabel kepemilikan asing yang dianalisis, berlawanan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wang (2023) 

Pada kolom M2, variabel kepemilikan pemerintah memiliki hubungan yang 

positif signifikan terhadap pengungkapan SDG 15 (β = 0,073, ρ = 0,000) hasil 

menunjukkan bahwa porsi kepemilikan pemerintah besar membuat mereka lebih 

aktif dalam isu keberlanjutan, yang artinya semakin besar kepemilikan pemerintah 

dalam suatu perusahaann, maka semakin besar juga kecenderungan perusahaann  
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Tabel 4. 5 Regresi Logistik SDG 15 

Koef Sig Koef Sig Koef Sig Koef Sig Koef Sig Koef Sig

KA -0,011 0,092* -0,012 0,077*

KP 0,073 0,000*** 0,078 0,000***

KI 0,003 0,594 0,014 0,032**

GD -0,114 0,61 -0,108 0,638

KIn 0,016 0,144 0,014 0,198

SIZE 0,302 0,000*** 0,253 0,000*** 0,304 0,000*** 0,302 0,000*** 0,298 0,000*** 0,242 0,001***

AGE 0,024 0,006*** 0,013 0,128 0,022 0,010*** 0,023 0,010*** 0,22 0,013** 0,013 0,134

SL -0,590 0,570 -1,160 0,270 -0,486 0,641 -0,526 0,613 -0,528 0,613 -1,214 0,249

ROA 0,000 0,565 0,000 0,466 0,000 0,598 0,000 0,574 0,000 0,588 0,000 0,463

Tahun Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Industri Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

LR Chi 407,52 407,52 395,55 395,55 415,61 415,61 414,45 414,45 415,95 415,95 388,30 388,30

Observations 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.249

M6M1 M2 M3 M4 M5

 

Catatan: *, **, *** menunjukkan signifikansi pada nilai 10%, 5%, dan 1%. 
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untuk mengungkapkan SDG 15. Bila dikaitkan dengan hipotesis penelitian, hasil 

analisis M2 mendukung hipotesis penelitian H2 dimana kepemilikan pemerintah 

memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan SDG 14. 

Maka dari itu, hasil variabel ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Probstl (2023). 

Pada kolom M3, variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif 

tidak signifikan (β = 0,003, ρ = 0,594) terhadap pengungkapan SDG 15. Sehingga 

hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan SDG 15 bila tidak diuji dengan faktor lain. Variabel kepemilikan 

institusional hasilnya berlawanan dengan hipotesis penelitian H3, dimana 

kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan 

biodiversitas. Maka dari itu penelitian ini hasilnya tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Runhaar (2024). 

Pada kolom M4, variabel gender direksi berpengaruh negatif tidak 

signifikan (β = -0,114, ρ = 0,610) terhadap pengungkapan SDG 15. Artinya, 

keberagaman gender dalam direksi tidak mempengaruhi keterlibatan perusahaann 

dalam pengungkapan SDG 15. Variabel gender direksi hasilnya berlawanan dengan 

hipotesis penelitian. Hasil tidak sesuai H4 dimana gender direksi memberikan 

pengaruh positif terhadap pengungkapan biodiversitas, sehingga hasil variabel yang 

dianalisis berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haque (2020). 

Pada kolom M5, variabel komisaris independen berpengaruh positif tidak 

signifikan (β = 0,016, ρ = 0,144) terhadap pengungkapan SDG 15. Hasil positif 

dapat menunjukkan bahwa porsi yang lebih banyak maka mendorong perusahaann 
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untuk cenderung mengungkapkan SDG 15, namun komisaris independen bukan 

faktor utama untuk mendorong pengungkapan SDG 15 tersebut. Variabel komisaris 

independen hasilnya berlawanan dengan hipotesis penelitian yaitu H5 dimana 

komisaris independen memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan 

biodiversitas. Sehingga hasil ketiga variabel yang dianalisis berlawanan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Herizona (2021). 

Pada kolom M6 diuji semua variabel independen terhadap SDG 15, hasilnya 

menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif signifikan seperti 

model M2 dan kepemilikan institusional menjadi positif signifikan setelah diuji 

dengan faktor lainnya, sedangkan variabel lain juga memiliki hasil yang sama 

dengan model M1, M4, dan M5.  

Hasil analisis variabel kontrol dalam penelitian ini menunjukkan ukuran 

perusahaann memiliki pengaruh positif signifikan di semua model. Artinya, 

perusahaann dengan ukuran yang lebih besar cenderung mengungkapkan 

keterlibatan mereka dalam pengungkapan SDG dibandingkan ukuran perusahaann 

yang lebih kecil. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjadi 

(2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaann mempengaruhi tingkat 

pengungkapan informasi keberlanjutan, termasuk biodiversitas. Selanjutnya untuk 

variabel usia perusahaann juga menunjukkan hasil positif di semua model, 

mendekati signifikan di M2 dan M6, serta signifikan di model lainnya yang artinya 

semakin lama perusahaann tersebut berdiri, maka perusahaann lebih siap dan 

berpengalaman dalam memenuhi tuntutan regulasi serta menerapkan kebijakan 

keberlanjutan yang lebih matang. Hasil sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Saptowinarko (2024) yang menunjukkan bahwa perusahaann dengan sejarah 

panjang cenderung lebih konsisten dalam melaporkan inisiatif terkait tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. Untuk variabel sensitivitas lingkungan hasil penelitian 

menunjukkan berpengaruh negatif tidak signifikan di semua model, artinya 

perusahaann yang memiliki sensitivitas lingkungan tinggi tidak mempengaruhi 

perusahaann dalam pengungkapan SDG 15. Hasil ini berlawanan dengan penelitian 

yang dilakukan Haque (2020) yang menyatakan bahwa bahwa perusahaann di 

sektor industri yang sensitif terhadap lingkungan menunjukkan tingkat 

pengungkapan inisiatif keanekaragaman hayati yang lebih tinggi untuk 

mempertahankan legitimasi korporat dan dan merespons tekanan institusional. 

Terakhir, untuk variabel return on aset perusahaann menunjukkan bahwa 

berpengaruh positif signifikan di semua model, artinya perusahaann dengan return 

on aset yang tinggi belum tentu memiliki kesadaran untuk mengungkapkan SDG 

14. Hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haque (2020) yang 

menunjukkan bahwa perusahaann dengan ROA lebih tinggi cenderung lebih 

proaktif dalam mengungkapkan inisiatif keberlanjutan dan keanekaragaman hayati, 

karena memiliki kapasitas finansial yang besar untuk praktik keberlanjutan. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Biodiversitas 

Hasil uji variabel kepemilikan asing terhadap biodiversitas, menunjukkan 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap SDG 14 dan negatif signifikan 

terhadap SDG 15, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Wang (2023) 
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yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh 

positif signifikan terhadap pengungkapan biodiversitas. Perbedaan ini dapat 

dijelaskan melalui prioritas lingkungan yang berbeda, dimana perusahaann asing 

kurang fokus pada konservasi laut karena tidak melihatnya sebagai isu strategis 

dalam operasi mereka, terutama jika sektor usaha mereka tidak terkait langsung 

dengan ekosistem perairan. Sebaliknya, untuk SDG 15 yang berhubungan dengan 

pengelolaan sumber daya alam dan lahan lebih berpotensi untuk terkena dampak 

kebijakan lingkungan nasional yang lebih ketat, hal ini menyebabkan perusahaann 

asing cenderung menghindari keterlibatan dalam isu ini dan enggan untuk 

mengungkapkannya (Loncan, 2020). 

Perusahaann seharusnya mempertimbangkan kepentingan berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan lingkungan. Namun dari 

hasil yang didapatkan memiliki arti bahwa perusahaann dengan kepemilikan asing 

ini sering kali lebih berorientasi memaksimalkan profitabilitas dan efisiensi 

operasional. Sehingga keberlanjutan dianggap sebagai biaya tambahan yang dapat 

mengurangi nilai pemegang saham. Selain itu, perusahaann asing juga lebih patuh 

terhadap standar global mereka sendiri yang tidak selalu selaras dengan regulasi 

keberlanjutan di negara tempat mereka beroperasi (Loncan, 2020; Tran, 2020). 

Tekanan dari pemangku kepentingan lokal yang lebih lemah, terutama 

dalam isu SDG 14 menyebabkan perusahaann asing kurang terdorong untuk 

mengungkapkan keterlibatan mereka dalam konservasi laut. Sedangkan regulasi 

yang lebih ketat terhadap eksploitasi lahan membuat pengaruh terhadap SDG 15 

lebih signifikan karena perusahaann asing lebih mungkin menghindari keterlibatan 
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dalam kebijakan yang dapat membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam. 

Sehingga dalam praktiknya perusahaann asing berorientasi pada kepentingan 

pemegang saham utama dan cenderung mengabaikan isu-isu keberlanjutan yang 

tidak memberikan manfaat ekonomi langsung (Tran, 2020). 

Dengan demikian, pengaruh negatif kepemilikan asing terhadap 

pengungkapan SDG 14 dan SDG 15 menunjukkan bahwa perusahaann asing 

cenderung menghindari keterlibatan dalam kebijakan keberlanjutan lokal jika tidak 

ada tekanan atau intensif yang cukup kuat. 

 

4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan 

Biodiversitas 

Variabel kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan SDG 14 dan 15, hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Probstl (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah 

memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan biodiversitas. Perusahaann yang 

dimiliki pemerintah memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih 

besar dibandingkan perusahaann yang dimiliki swasta karena sebagai entitas yang 

beroperasi di bawah kendali pemerintah, perusahaann ini lebih terikat pada 

kebijakan nasional yang menekankan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap 

regulasi lingkungan. Pemerintah tentunya menetapkan kebijakan lingkungan yang 

lebih ketat untuk perusahaann yang mereka kendalikan untuk memenuhi target 

Pembangunan keberlanjutan, termasuk pelestarian ekosistem laut (SDG 14) dan 

darat (SDG 15). Selain itu, perusahaann milik negara juga memiliki insentif untuk 
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menjaga legitimasi politik dan ekonomi dengan menunjukkan komitmen terhadap 

keberlanjutan baik kepada publik maupun pemangku kepentingan internasional 

(Aguilera et al., 2021; Tihanyi et al., 2019). 

Perusahaann tentunya diharapkan untuk memenuhi kepentingan berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat, regulator, dan lingkungan. 

Perusahaann milik pemerintah lebih rentan terhadap tekanan dari pemangku 

kepentingan publik dan lebih berkewajiban untuk berkontribusi terhadap 

kesejahteraan sosial dibandingkan perusahaann swasta yang lebih berorientasi pada 

keuntungan pemegang saham. Kepemilikan pemerintah juga memungkinkan 

adanya akses yang lebih besar terhadap sumber daya alam dan pendanaan jangka 

panjang yang memberikan kesempatan kepada perusahaann untuk berinvestasi 

dalam program keberlanjutan seperti restorasi ekosistem, perlindungan 

keanekaragaman hayati, dan inovasi teknologi ramah lingkungan yang mendukung 

SDG 14 dan 15 (Tihanyi et al., 2019; H. Wu & Hu, 2020). 

Di sisi lain, variabel lain seperti kepemilikan asing, kepemilikan 

institusional, gender direksi, dan komisaris independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap SDG 14 dan SDG 15 karena keterbatasan insentif dan tekanan 

eksternal untuk terlibat dalam keberlanjutan. Kepemilikan asing lebih fokus pada 

profitabilitas dan efisiensi biaya, kepemilikan institusional seringkali memiliki 

tujuan investasi jangka pendek yang tidak sejalan dengan strategi keberlanjutan 

jangka panjang. Sementara itu, keberagaman gender dalam direksi dan keberadaan 

komisaris independen belum cukup kuat dalam mendorong kebijakan keberlanjutan 

perusahaann, karena Keputusan strategis masih lebih banyak dipengaruhi oleh 
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pemegang saham mayoritas dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, 

kepemilikan pemerintah menjadi faktor utama yang secara konsisten mendorong 

pengungkapan SDG 14 dan SDG 15 dibandingkan variabel lainnya. 

 

4.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan 

Biodiversitas 

Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh positif tidak signifikan 

terhadap pengungkapan SDG 14 dan SDG 15, yang berarti bahwa meskipun 

terdapat kecenderungan bahwa perusahaann dengan kepemilikan institusional lebih 

aktif dalam keberlanjutan, sehingga pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap 

konsisten secara statistic, hasil ini sejalan dengan penelitian Omran (2020) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu signifikan dalam 

pengungkapan. Salah satu alasan utama adalah bahwa kepemilikan institusional 

terdiri dari berbagai jenis investor yang pastinya memiliki strategi investasi yang 

berbeda. Sebagian investor institusional ada yang memiliki orientasi untuk 

mendukung praktik keberlanjutan, sementara yang lain lebih fokus pada 

keuntungan jangka pendek. Akibatnya, efek keseluruhan dari kepemilikan 

institusional terhadap keterlibatan perusahaann dalam SDG 14 dan SDG 15 menjadi 

tidak signifikan. 

Investor institusional dapat berperan sebagai pemangku kepentingan yang 

mendorong perusahaann untuk lebih transparan dalam mengungkapkan isu 

keberlanjutan. Namun, dalam praktiknya banyak investor-investor yang lebih 

menekankan aspek finansial dan risiko investasi dibandingkan kebijakan 
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keberlanjutan. Jika keterlibatan SDG 14 dan SDG 15 tidak secara langsung 

meningkatkan nilai perusahaann atau mengurangi risiko keuangan, investor 

institusional juga tidak memiliki insentif yang cukup kuat untuk menekan 

manajemen agar lebih aktif dalam mengungkapkan kebijakan keberlanjutan 

(Harakeh et al., 2019).  

Selain faktor strategi investasi dan insentif finansial, regulasi dan tekanan 

juga mempengaruhi signifikansi hubungan ini. Di beberapa negara, regulasi terkait 

pelaporan keberlanjutan dinilai belum cukup ketat untuk mengharuskan investor 

institusional menekan perusahaann agar lebih transparan dalam isu lingkungan. 

Selain itu, jika tekanan dari Masyarakat, pemerintah, dan organisasi non pemerintah 

masih rendah, investor institusional mungkin tidak merasa perlu untuk mendorong 

keterlibatan perusahaann dalam SDG 14 dan SDG 15. Oleh karena itu, dalam 

praktiknya, pengaruh kepemilikan institusional ini pengaruhnya masih terbatas dan 

tidak cukup signifikan untuk mendorong keterlibatan perusahaann dalam 

pelestarian ekosistem laut dan darat(García-Sánchez et al., 2020). 

 

4.4.4 Pengaruh Gender Direksi Terhadap Pengungkapan Biodiversitas 

Hasil analisis variabel gender direksi menunjukkan negatif tidak signifikan 

terhadap SDG 14 dan SDG 15. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan 

dalam direksi tidak memiliki hubungan yang kuat dengan keterlibatan perusahaann 

dalam pengungkapan keberlanjutan terkait lingkungan. Salah satu alasan utama 

adalah meskipun Perempuan dianggap lebih peduli terhadap isu sosial dan 

lingkungan, namun mereka tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam proses 
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pengambilan keputusan strategis perusahaann. Banyak perusahaan terutama di 

negara berkembang yang masih memiliki struktur kepemimpinan yang didominasi 

oleh laki-laki, sedangkan peran perempuan lebih bersifat simbolis atau untuk 

memenuhi persyaratan tata kelola perusahaann dan bukan sebagai pengambil 

keputusan utama dalam kebijakan keberlanjutan (Poletti-Hughes & Briano-Turrent, 

2019).  

Keterlibatan perusahaann dalam SDG 14 dan SDG 15 lebih banyak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, tekanan dari 

pemangku kepentingan, dan strategi bisnis perusahaann, dibandingkan dengan 

komposisi gender dalam direksi. Dalam teori stakeholder menjelaskan bahwa 

perusahaann cenderung lebih merespons tekanan dari pemegang saham, regulator, 

dan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait keberlanjutan. Jika tekanan 

eksternal terhadap keberlanjutan tidak kuat, maka meskipun ada direksi perempuan 

dalam perusahaann, keterlibatan dalam SDG 14 dan SDG 15 tetap rendah. Sehingga 

keberadaan Perempuan dalam direksi tidak cukup untuk mendorong perusahaann 

secara aktif mengungkapkan praktik keberlanjutannya, terutama jika kebijakan 

lingkungan bukan prioritas utama perusahaann (J. Wu et al., 2021). 

Selain faktor struktural dan eksternal, perempuan dalam dewan direksi juga 

memiliki pengaruh terbatas dalam bidang yang berkaitan dengan strategi bisnis inti 

karena peran mereka selalu berkaitan dengan sumber daya manusia atau tanggung 

jawab sosial perusahaann yang tidak memiliki keterkaitn langsung dengan 

pengungkapan SDG 14 dan SDG 15. Sehingga faktor-faktor seperti keterbatasan 

kewenangan, dominasi keputusan oleh laki-laki, serta prioritas bisnis yang lebih 
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berorientasi pada profitabilitas menyebabkan pengaruh terhadap SDG 14 dan SDG 

15 menjadi tidak signifikan(Belaounia et al., 2020). 

 

4.4.5 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan 

Biodiversitas  

Komisaris independen memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap pengungkapan SDG 14 dan SDG 15 karena walaupun keberadaan 

komisaris independen bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaann, 

namun memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis. Komisaris 

independen sendiri bertindak sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa 

manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya. Namun dalam praktiknya komisaris independen tidak 

memiliki kewenangan eksekutif langsung dalam menentukan kebijakan 

keberlanjutan perusahaann. Keputusan terkait pelestarian ekosistem laut dan darat 

lebih banyak ditentukan oleh manajemen eksekutif atau pemilik mayoritas 

perusahaann, sehingga pengaruhnya dalam pengungkapan SDG menjadi terbatas 

(Putra, 2016). 

Selain itu, fokus utama dari komisaris independen ini hanya pada tata kelola 

perusahaann dan transparansi keuangan, bukan pada kebijakan lingkungan. Mereka 

terlibat dalam pengawasan risiko bisnis, kepatuhan regulasi, serta perlindungan hak 

pemegang saham, sementara aspek lingkungan sering kali menjadi prioritas 

sekunder. Hal ini menyebabkan meskipun keberadaan komisaris independen 

mungkin sedikit mendorong keterlibatan dalam SDG 14 dan SDg 15, dampaknya 
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tidak cukup untuk dapat disimpulkan sebagai faktor utama dalam pengungkapan 

keberlanjutan. 

Efektivitas komisaris independen dalam mendorong keberlanjutan juga 

dipengaruhi oleh konteks regulasi dan budaya perusahaann. Di negara atau industri 

dengan regulasi lingkungan yang ketat, komisaris independen dapat memiliki peran 

besar dalam mendorong keterlibatan perusahaann dalam SDG. Namun jika regulasi 

masih lemah atau kurang menjadi prioritas dalam tata kelola perusahaann, peran 

komisaris independen pun terbatas. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh corporate 

governance terhadap pengungkapan biodiversitas di Indonesia. Berdasarkan hasil 

analisis, dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap SDG 14 dan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap SDG 15. Artinya, pengungkapan SDG 14 tidak terlalu 

dipengaruhi persentase kepemilikan asing dan pengungkapan SDG 15 akan 

semakin menurun jika persentase kepemilikan asing semakin besar.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh 

positif signifikan terhadap SDG 14 dan SDG 15. Artinya, pengungkapan 

SDG 14 dan SDG 15 akan semakin meningkat bila persentase kepemilikan 

pemerintah semakin besar. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap SDG 14 dan SDG 15. 

Artinya, kepemilikan institusional bukan faktor utama dalam 

mempengaruhi pengungkapan SDG 14 dan SDG 15.  

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender direksi memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap pengungkapan SDG 14 dan SDG 15. Artinya, 

pengungkapan SDG 14 dan SDG 15 akan semakin menurun jika persentase 

perempuan dalam dewan direksi semakin meningkat. 
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5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki 

pengaruh positif tidak signifikan terhadap SDG 14 dan SDG 15. Artinya, 

komisaris independen bukan faktor utama dalam mempengaruhi 

pengungkapan SDG 14 dan SDG 15. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian pengaruh corporate governance terhadap 

pengungkapan biodiversitas di Indonesia, terdapat beberapa keterbatasan penelitian 

yang dilakukan yaitu: 

1. Informasi dan data berupa laporan keuangan dan keberlanjutan dari 

perusahaann yang digunakan tidak sepenuhnya tersedia, karena beberapa 

perusahaann belum menyediakan laporan keuangan dan keberlanjutannya. 

2. Literatur dan referensi  untuk variabel komisaris independen yang memiliki 

sedikit jurnal yang membahasnya secara komprehensif. 

 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

yang disampaikan oleh peneliti agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik, 

antara lain: 

1. Menggunakan periode data penelitian yang lebih lama agar informasi 

tersedia dan memberikan hasil komprehensif. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengekplorasi lebih dalam bagaimana 

regulasi dan tekanan dari stakeholder dapat mempengaruhi kepedulian 
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kepemilikan asing dan kepemilikan institusional. Mengukur gender direksi 

menggunakan dummy karena pengaruh direksi perempuan di Indonesia 

masih relatif rendah. Pengukuran variabel komisaris independen sebaiknya 

mempertimbangkan faktor lain seperti latar belakang pendidikan, 

pengalaman, serta kompetensi yang relevan agar dapat memberikan hasil 

penelitian yang lebih signifikan. 

5.4  Implikasi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan biodiversitas di 

Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan kepada perusahaann terutama di 

Indonesia bahwa pengungkapan biodiversitas di Indonesia masih perlu mendapat 

perhatian lebih. Berdasarkan penelitian, kepemilikan pemerintah merupakan 

instrumen yang efektif dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, karena 

intervensi pemerintah dalam perusahaann dapat memperkuat pengawasan sehingga 

kebijakan yang ada dapat menjadi alat untuk mendorong perusahaann dalam 

mengungkapkan biodiversitas. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan 

terhadap perusahaann pentingnya mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam tata 

kelola perusahaann agar lebih proaktif dalam mengungkapkan biodiversitas bukan 

hanya sekedar memenuhi regulasi tetapi juga untuk meningkatkan reputasi. Hasil 

penelitian ini juga menjadi dasar bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang 

lebih ketat terkait pengungkapan biodiversitas. Dengan demikian, sinergi antara 

dunia usaha dan pemerintah dapat memperkuat upaya pelestarian biodiversitas di 

Indonesia.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Data Variabel Independen, Kontrol, dan Dependen 
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Lampiran 2: Data Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Panel A : Variabel Kontinu

Rata-Rata STD. Deviasi Min. Maks.

KA 14,89 26,42 0,00 99,45

KP 1,42 9,34 0,00 82,48

KI 61,54 26,92 0,00 100,00

GD 0,15 0,20 0,00 1,00

KIn 42,50 13,17 0,00 100,00

SIZE 21,92 2,64 11,07 32,87

AGE 32,66 20,01 0,00 128,00

ROA 3,38 29,27 -922,26 449,38

Frekuensi Persentase

1053 46,82%

1196 53,18%

163 13,63%

1033 86,37%

176 14,72%

1020 85,28%

perusahaan mengungkapkan SDG 15

perusahaan tidak mengungkapkan SDG 15

perusahaan tidak sensitif terhadap lingkungan

SDG 14

perusahaan mengungkapkan SDG 14

perusahaan tidak mengungkapkan SDG 14

SDG 15

Variabel

Sensitivitas Lingkungan

Panel B: Variabel Kategori

perusahaan sensitif terhadap lingkungan
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Lampiran 3: Data Pengujian Analisis Korelasi SDG 14 
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Lampiran 4: Data Pengujian Analisis Korelasi SDG 15 
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Lampiran 5: Data Pengujian Regresi Logistik SDG 14 
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Lampiran 6: Data Pengujian Regresi Logistik SDG 15 
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